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Pada penulisan tesis ini, penulis mengangkat permasalahan hukum dari
suatu perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar minyak antara PT. X dengan
distributor penyedia bahan bakar minyak. Berdasarkan klausul dalam perjanjian
dengan konfirmasi dari Supervisor Legal Corporate dari PT. X, adanya indikasi
yang tidak proporsional pada perjanjian, yaitu pada tahap pembentukan, adanya
klausul yang belum dirumuskan pada substansi dalam perjanjian tersebut
mengenai tanggung jawab para pihak sehingga menjadi tidak adil bagi pihaknya.
Namun saat PT. X melakukan negosiasi terkait hal tersebut, tidak tercapai suatu
kesepakatan, tetapi PT. X harus tetap menyepakati perjanjian tersebut tanpa
adanya penambahan klausul yang dimaksud karena keadaan yang mendesak.
Permasalahan tersebut diatas adalah permasalahan kesesuaian asas
proporsionalitas dalam pembentukan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, peneliti
ingin meneliti apakah dalam tahap pembentukan serta klausul- klausul perjanjian
kerjasama pengadaan bahan bakar minyak antara PT. X dengan distributor
tersebut telah sesuai dengan asas proporsionalitas.
Penelitian yang penulis teliti adalah yuridis normatif yang dimana
penelitian ini memiliki fokus untuk untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan
menganalisis mengenai asas proporsionalitas dalam pembentukan perjanjian
kerjasama pengadaan bahan bakar minyak antara PT. X dengan distributor.
Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah Pendekatan Perundang-
undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Perbandingan (Comparative
Approach). Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Perjanjian Kerjasama
Pengadaan Bahan Bakar Minyak PT. X; Buku Ketiga BAB I, II, dan V Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata; dan BAB III Tentang Hak dan Kewajiban
(Pasal 4, 5, 6, dan 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen. Teknik penelusuran bahan hukum pada penelitian ini
adalah melakukan studi kepustakaan atau library research. Teknik analisis bahan
hukum yang dilakukan oleh peneliti adalah Interpretasi Sistematis.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembentukan perjanjian serta
pertukaran hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama pengadaan bahan
bakar minyak antara PT. X dengan distributor tidak sesuai dengan asas
proporsionalitas karena adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembentukan
perjanjian dan adanya uncompleted norm pada klausul-klausul perjanjian
menyebabkan ketidaksesuaian dengan asas proporsionalitas.
Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pentingnya kesadaran untuk
memenuhi asas proporsionalitas dalam membentuk perjanjian yang dapat
dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pihak yang mengawasi pembentukan
perjanjian, pihak yang menerbitkan perjanjian, maupun pihak yang menjadi
subjek perjanjian dalam perjanjian.
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SUMMARY
Sicilia Christine Matulessy, Master of Notary, Faculty of Law, Brawijaya
University, Juli 2019, THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN THE
ESTABLISHMENT OF COOPERATION AGREEMENT OF FUEL OIL
PROCUREMENT, Rachmi Sulistyarini, Budi Santoso.
In this study, the author raises the legal problem in a cooperation
agreement of fuel oil procurement between PT. X and the distributor of fuel oil.
Based on the clauses in the agreement, with the confirmation from the Supervisor
Legal Corporate from PT. X, there was a disproportionate indication in the
agreement that was at the stage of establishing the agreement. In this stage, there
was a clause that had not been formulated in the substance of the agreement
related to the responsibilities of the parties so that it became unfair for his party.
However, when PT. X tried to negotiate this problem, no agreement was reached.
Ultimately, PT. X had to continue to accept the agreement without the addition of
clause due to urgent circumstances
The problem mentioned above was the issue of the suitability of the
principle of proportionality in the establishment of the agreement. Therefore, the
author wanted to examine whether the establishment stage and the clauses in the
agreement between PT. X with the distributor were in accordance with the
principle of proportionality.
This study was a normative juridical which focused on identifying,
describing, and analyzing the principle of proportionality in the establishment of
cooperation agreement between PT. X with the distributor of fuel oil. The
research approaches used were Statutory Approach and Comparative Approach.
The primary legal materials in this study were Cooperation Agreement of Fuel
Oil Procurement in PT.X; The Third Book Chapters I, II and V of the Indonesian
Civil Code; and CHAPTER III concerning Rights and Obligations (Articles 4, 5,
6, and 7) of Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The
technique of tracing legal materials in this research was library research. The
legal material analysis technique used by researchers was Systematic
Interpretation.
The results of this study showed that the establishment of agreements and
the exchange of rights and obligations in the cooperation agreement of fuel oil
procurement between PT. X and the distributor were not in accordance with the
principle of proportionality since there was a misuse of conditions in the
establishment of the agreement. Also, the existence of uncompleted norm in the
agreement clauses made the agreement incompatible with the principle of
proportionality.
The result of the study indicates that the fulfillment of principle of
proportionality is important especially in the establishment of cooperation
agreements. It should be implemented by various parties namely those who
oversee the establishment of the agreement, those who issue the agreement, and
those who are the subjects in the agreement.
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Perusahaan maskapai adalah suatu perusahaan angkutan udara yang
memberikan dan menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan udara yang
mengoperasikan dan menerbitkan dokumen penerbangan dengan teratur dan
terencana untuk mengangkut penumpang, bagasi penumpang, barang kiriman
(kargo), dan benda pos ke tempat tujuan. Suatu perusahaan maskapai menyewa
atau memiliki pesawat terbang guna menyediakan jasa angkutan udara dan dapat
membentuk suatu kerja sama atau aliansi dengan perusahaan maskapai lainnya
untuk memperoleh keuntungan bersama.
PT. X merupakan suatu induk perusahaan swasta yang menaungi beberapa
perusahaan maskapai dan perusahaan-perusahaan lainnya yang bergerak di
beberapa bidang sebagai penunjang pengoperasian maskapai. Beberapa anak
perusahaan dari PT. X adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1
Daftar Anak Perusahaan PT. X
No Nama Perusahaan Branding name
1 PT. Maja Raya Indah Semesta -
2 PT. Angkasa Aviasi Servis AAS
3 PT. Angkasa Super Service ASS/ATC
4 PT. Angkasa Transportindo Selaras -
5 PT. Batam Teknik BAT (Batam Aero Technic)
6 PT. Batik Air Indonesia ID (Batik Air)
7 PT. Berita Nasional -
8 PT. Lion Boga Lion Boga
9 PT. Lion Express Lion Parcel
1 PT. Lion International Hotel LIH
11 PT. Lion Mentari Airlines JT (Lion Air)
12 PT. Lion Property Lion Property
13 PT. Malindo OD (Malindo Air)
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14 PT. Pesan Antar Barang -
15 PT. Syeida Karya Selaras -
16 PT. Thai Lion SL (Thai Lion)
17 PT. Wings Abadi IW (Wings Air)
Sumber: Bahan Hukum Sekunder (Database Legal Corporate PT. X)
Setiap perusahaan akan melakukan perbuatan hukum, termasuk perusahaan
maskapai dalam menjalankan perusahaannya. Perbuatan-perbuatan hukum yang
dilakukan suatu perusahaan maskapai sebagai faktor dalam industri pariwisata
adalah mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak yang menunjang kinerja suatu
perusahaan maskapai. Kerjasama dilakukan dengan membuat suatu perjanjian
atau disebut dengan perjanjian kerjasama. Perjanjian-perjanjian kerjasama di
PT. X diproses dan diterbitkan oleh divisi legal perusahaan bagian eksternal atau
pihak ketiga. Perjanjian-perjanjian kerjasama di PT. X adalah sebagai berikut:
1. Perjanjian Kerjasama Akomodasi Hotel
2. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Air Mineral Isi Ulang
3. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lounge
4. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM)
5. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3
6. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan
7. Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan
8. Perjanjian Sewa Menyewa Gedung
9. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Catering
10. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Catering In-Flight
Salah satu perjanjian tersebut diatas menjadi bahan hukum dalam penelitian
ini, yaitu Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Bakar Minyak. Perjanjian ini
dibuat berawal dari PT. X memiliki kantor perwakilan di beberapa daerah atau
disebut dengan “distrik”. Pada setiap distrik memiliki beberapa kendaraan seperti
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bus, mobil, truk, pick-up, dan sebagainya sebagai sarana transportasi bagi para
pekerja termasuk engineer, pramugari, dan pilot yang sedang bertugas di kantor
perwakilan distrik tersebut atau di bandara distrik setempat. Keperluan pengisian
bahan bakar minyak (selanjutnya disebut dengan BBM) untuk setiap kendaraan
menjadi aspek yang paling penting dalam pengoperasian kendaraan milik PT. X di
setiap distrik, maka dari itu diperlukan adanya perjanjian kerjasama dengan tujuan
pengisian BBM oleh distributor penyedia BBM atau SPBU (Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Umum) Swasta yang terdapat di setiap distrik untuk memenuhi
terlaksananya pengoperasian kendaraan-kendaraan milik PT. X, yang disebut
dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Bakar Minyak. Berdasarkan data
yang didapatkan per tanggal 18 Januari 2019 di Kantor Pusat PT. X, terdapat 24
(dua puluh empat) perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar minyak yang
masih berlaku hingga saat tersebut.1
Perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar minyak ini merupakan salah
satu bentuk perjanjian dimana ketentuan suatu perjanjian adalah wajib tunduk
pada syarat sah perjanjian berdasarkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, serta
seluruh asas-asas perjanjian dalam KUHPerdata, yaitu Pasal 1320 ayat (1) tentang
asas konsensualisme, Pasal 1338 tentang asas kebebasan berkontrak, asas
mengikatnya kontrak (pacta sunt servanda), dan asas itikad baik, serta Pasal 1315
tentang asas kepribadian. Kemudian adapun asas hukum perikatan nasional yang
dirumuskan dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan
Pembinaan Hukum Nasional tanggal 17-19 Desember 1985, yaitu asas
1 Bahan Hukum Sekunder: Database Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Bakar Minyak di
PT. X per tanggal 18 Januari 2019.
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kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum,
asas moral, asas kepatutan, dan asas kebiasaan.2
Terdapat juga asas-asas pokok dalam perjanjian komersial menurut
UNIDROIT antara lain “asas kebebasan berkontrak; asas itikad baik dan transaksi
jujur (fair dealing); asas diakuinya kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat;
asas kesepakatan melalui penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance) atau
melalui tindakan; asas larangan bernegosiasi dalam itikad buruk; asas kewajiban
menjaga kerahasiaan; asas perlindungan pihak lemah dari syarat- syarat baku; asas
syarat sahnya kontrak; asas dapat dibatalkannya kontrak bila mengandung
perbedaan besar (gross disparity); asas contra proferentem dalam penafsiran
kontrak baku; asas menghormati kontrak ketika terjadi kesulitan; dan asas
pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa (force majeur).”3
Selain asas-asas yang telah disebutkan diatas, terdapat juga suatu asas
perjanjian, yaitu Asas Proporsionalitas. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa
Indonesia, kata “Proporsional” memiliki pengertian sesuai dengan proporsi;
sebanding; seimbang; berimbang. Secara implisit, definisi asas proporsionalitas
terdapat dalam Penjelasan Pasal 3 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi
Kolupsi dan Nepotisme, yaitu:
“Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang
mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara
Negara.”
2 Saliman Abdul Rasyid dkk, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2005), Hlm 50-51.
3 Taryana Soenandar, Prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan
Penyelesaian Bisnis Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm 36.
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Pada Penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, menyatakan bahwa:
“Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas,
wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.”
Namun pengertian asas proporsionalitas dalam kedua peraturan
perundang-undangan diatas tidak berkaitan dengan hubungan kontraktual antara
para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak. Dalam hubungan kontraktual
menurut Agus Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas tidak tertulis secara implisit
dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun dalam hal mencapai
kesepakatan (Pasal 1320 KUHPerdata) membutuhkan proses negosiasi dalam
rangka terwujudnya pertukaran kepentingan yang proporsional di antara para
kontraktan.4 Dengan demikian, proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban
sangat ditentukan oleh proses negosiasi tersebut. Sehingga asas proporsionalitas
berfungsi untuk mencapai kesepakatan yang benar dan adil serta syarat subjektif
yang terkandung dalam suatu perjanjian akan terpenuhi. Tidak adanya asas
proporsionalitas dalam mencapai kesepakatan dapat menyebabkan adanya cacat
kehendak dalam kesepakatan tersebut sehingga mengakibatkan pembatalan (dapat
dibatalkan) yang akan dilakukan oleh salah satu atau para pihak dalam perjanjian.
Agus Yudha Hernoko juga menyatakan bahwa makna asas proporsionalitas
dalam kontrak harus beranjak dari makna filosofis keadilan. Terdapat beberapa
pemikiran tentang keadilan yang berbasis kontrak, yaitu pemikiran dari John
Locke, Rosseau, Immanuel Kant, dan John Rawls yang menyatakan bahwa tanpa
adanya kontrak, orang tidak akan bersedia terikat dan bergantung pada pernyataan
4 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial,
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Hlm 155.
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pihak lain, kontrak memberikan sebuah cara dalam menjamin bahwa
masing-masing individu akan memenuhi janjinya dan selanjutnya hal ini
memungkinkan terjadinya transaksi di antara mereka. Maka keberadaaan asas
proporsionalitas dalam kontrak komersial berarti membahas keseimbangan
pertukaran hak dan kewajiban secara proporsional bagi para pihak yang terlibat
dalam kontrak meliputi seluruh tahapan kontrak, baik pada tahapan prakontraktual,
pembentukan kontrak, maupun pelaksanaan kontrak.5 Pemaknaan asas
proporsionalitas tersebut berbeda dengan asas keseimbangan suatu perjanjian,
asas proporsionalitas merupakan asas yang membahas pertukaran hak dan
kewajiban para pihak di seluruh tahapan kontrak, sedangkan asas keseimbangan
membahas posisi kedudukan para pihak, contohnya adalah kedudukan nasabah
dan bank dalam perjanjian kredit dimana nasabah memiliki posisi kedudukan
yang lemah sedangkan bank memiliki posisi kedudukan yang kuat. Hal ini
dikarenakan nasabah sebagai pihak dalam perjanjian kredit tidak dapat mengubah
substansi perjanjian kredit tersebut.
Perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar minyak antara PT. X dengan
distributor ini merupakan perjanjian jual-beli yang dilakukan terus menerus
dengan jangka waktu tertentu. Maka dalam menentukan tahapan prakontraktual,
pembentukan kontrak, maupun pelaksanaan kontrak yang proporsional antara PT.
X dengan distributor penyedia BBM dalam perjanjian tersebut, di Indonesia
terdapat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut, yaitu
Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan dan BAB
III Tentang Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha (Pasal 4, 5, 6, dan 7
5 Purwosusilo, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm 362.
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
Terdapat juga Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) dan UPICC (Unidroit Principles
for International Commercial Contract) yang merupakan peraturan pendukung
untuk membandingkan beberapa aspek dari penelitian ini.
Pada dasarnya perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar minyak antara PT.
X dengan distributor penyedia BBM atau SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Umum) dapat digolongkan sebagai salah satu perjanjian jual-beli yang berjenis
kontrak komersial (commercial contract), hal ini didasari dari karakteristik
kontrak komersial yang dirumuskan oleh UPICC (Unidroit Principles for
International Commercial Contract), yaitu jenis kontrak yang berbanding terbalik
dengan kontak konsumen/kontrak baku, para pihak umumnya berorientasi pada
tujuan profit motive, hubungan kontraktual antara para pihak dianggap setara atau
seimbang dalam posisi tawar menawar, karakter bisnis (saling mencari
keuntungan) lebih menonjol, dan salah satu pihak bukan merupakan end-user atau
pengguna akhir produk.6 Hal ini dikarenakan berdasarkan tahap pra-kontraktual
pengadaan bahan bakar minyak dengan konfirmasi yang peneliti peroleh dari
Supervisor Legal Corporate dari PT. X, pada dasarnya para pihak memiliki posisi
tawar menawar yang seimbang dalam hubungan kontraktual, para pihak dapat
melakukan negosiasi dalam menentukan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian,
termasuk terkait hak dan kewajiban, walaupun perjanjian ini sudah dalam bentuk
draft dan telah digunakan antara para pihak sejak tahun 1999 (seribu sembilan
ratus sembilan puluh sembilan).
6 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., Hlm 35.
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Namun berdasarkan konfirmasi yang diperoleh peneliti dari Supervisor Legal
Corporate dari PT. X tersebut, adanya indikasi yang tidak proporsional pada
perjanjian, yaitu pada tahap pembentukan, adanya klausul yang belum
dirumuskan pada substansi dalam perjanjian tersebut mengenai tanggung jawab
para pihak sehingga menjadi tidak adil bagi pihaknya, salah satunya karena tidak
ada klausul terkait kewajiban distributor dalam menjamin keamaan pelaksanaan
pengisian BBM yang dilakukan oleh distributor; dan tanggung jawab/ganti rugi
oleh distributor apabila terjadi permasalahan yang ditimbulkan oleh distributor
pada saat pelaksanaan perjanjian, contohnya kekeliruan dalam pengisian jenis
bbm, kebakaran saat pengisian bahan bakar pada kendaraan atau saat pelaksanaan
perjanjian, atau jika ada kerusakan/gangguan pada kendaraan PT. X akibat
pelaksanaan perjanjian. Klausul-klausul tersebut dianggap wajib ditambahkan
karena untuk menjamin pelaksanaan perjanjian pengadaan bahan bakar minyak
antara PT. X dengan distributor terhadap potensi-potensi resiko yang timbul saat
pelaksanaan perjanjian tersebut.
Namun saat melakukan negosiasi dengan beberapa distirbutor untuk
mencantumkan hal-hal tersebut dalam perjanjian, pihak-pihak distributor tidak
menyetujui hal tersebut. Kemudian PT. X berusaha melakukan negosiasi kembali
dan distributor-distributor tetap tidak menyetujui tujuan dari negosiasi tersebut,
dan pada akhirnya PT. X harus tetap menyepakati perjanjian tersebut tanpa
adanya penambahan klausul yang diinginkan dikarenakan beberapa keadaan yang
mendesak, salah satunya yaitu urgensi pengisian BBM pada semua kendaraan
milik PT. X yang harus segera dilaksanakan di setiap distrik di Indonesia,
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kurangnya keefektifan waktu, dan tidak adanya ketersediaan tempat dalam
melakukan negosiasi dengan distributor.
Maka permasalahan diatas merupakan permasalahan kesesuaian asas
proporsionalitas dalam pembentukan perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar
minyak. Permasalahan tersebut diatas bukan permasalahan posisi kedudukan yang
dimaknai dalam asas keseimbangan, namum merupakan permasalahan pertukaran
hak dan kewajiban pada tahapan pembentukan perjanjian. Tahapan pembentukan
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tahap pra-kontraktual dan tahap
kontraktual.
Fungsi asas proporsionalitas dalam tahap pembentukan perjanjian kerjasama
pengadaan bahan bakar minyak ini adalah membuka peluang negosiasi bagi para
pihak untuk melakukan hak dan kewajiban secara fair dalam tahap
pra-kontraktual; menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan
proporsi hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara fair dalam tahap
kontraktual; dan dalam hal terjadinya sengketa kontrak menekankan bahwa suatu
beban pembuktian terhadap para pihak harus dibagi setara berdasarkan
pertimbangan yang fair.7
Hukum pada dasarnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia.
Perjanjian merupakan salah satu hubungan hukum yang harus ada keseimbangan
dan kesetaraan antara para pihak baik dalam kedudukannya, pertukaran hak dan
kewajibannya, maupun dalam seluruh tahapan kontrak supaya tidak terjadi konflik
kepentingan. Pembuatan suatu perjanjian wajib memperhatikan hal-hal tersebut
7 Ibid, Hlm 101.
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diatas, sehingga dapat menghasilkan kesetaraan dan keseimbangan para pihak dan
melindungi para pihak.8 Karena berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi
mereka yang membuatnya.”
Sesuai isu hukum dan latar belakang yang telah diuraikan, menjadi pendorong
bagi Peneliti untuk menganalisis dan mengetahui apakah substansi dalam
perjanjian serta pembentukan perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar
minyak telah menerapkan asas proporsionalitas. Maka, Penulis melakukan
penelitian yuridis normatif dengan judul: “Asas Proporsionalitas dalam
Pembentukan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Bakar Minyak”.
1.2 RUMUSAN MASALAH
1. Apakah dalam tahap pembentukan perjanjian kerjasama pengadaan bahan
bakar minyak antara PT. X dengan distributor telah sesuai dengan asas
proporsionalitas?
2. Apakah klausul-klausul dalam perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar
minyak antara PT. X dengan distributor telah sesuai dengan asas
proporsionalitas?
8 Ibid, Hlm 323.
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1.3 TUJUAN PENELITIAN
Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini didasarkan pada
perumusan masalah yang telah dibuat, yaitu:
1. Untuk menganalisis asas proporsionalitas dalam tahap pembentukan
perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar minyak antara PT. X dengan
distributor.
2. Untuk menganalisis asas proporsionalitas dalam klausul-klausul pada
perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar minyak antara PT. X dengan
distributor.
1.4 MANFAAT PENELITIAN
Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh
peneliti ini secara teoritis serta praktis antara lain adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan
ilmu pengetahuan dalam mata kuliah Hukum Perusahaan, Hukum Perikatan
dan Contract Drafting.
b. Sebagai sumber informasi pemikiran terhadap wawasan ilmu pengetahuan
tentang hukum, khususnya mengenai Hukum Perusahaan, Hukum
Perikatan dan Contract Drafting.
c. Sebagai bahan referensi dalam hal pendalaman ilmu hukum dan
pemecahan masalah hukum, khususnya bagi mahasiswa yang ingin




a. Bagi Kementerian Perhubungan
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi pemerintah
khususnya Kementerian Perhubungan untuk memberikan pengawasan
terhadap pelaksananaan pengadaan barang dan jasa oleh perusahaan swasta
yang bergerak dibawah naungan Kementerian Perhubungan, salah satunya
perusahaan bidang penerbangan.
b. Bagi Perusahaan Maskapai Penerbangan
Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi agar para karyawan atau staff
yang bekerja di suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbangan
dapat membantu mewujudkan asas proporsionalitas dalam keseluruhan
tahapan perjanjian kerjasama pengadaan BBM antara perusahaannya
dengan distributor penyedia BBM.
c. Bagi Para Pihak Sebagai Subjek Suatu Perjanjian
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan
kepada masyarakat serta meningkatkan kesadaran bahwa perlunya asas
proporsionalitas dan kesetaraan para pihak dalam suatu perjanjian
kerjasama demi terciptanya persamaan hak dan kewajiban pihak-pihak
yang terlibat.
1.5 ORISINALITAS PENELITIAN
Orisinalitas sebuah penelitian merupakan kriteria utama dan kata kunci dari
hasil karya akademik. Orisinalitas penelitian dilakukan dengan perbandingan
dengan penelitian terdahulu untuk menunjukkan keorisinalitasan dari peneliti.
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Orisinalitas penelitian digunakan sebagai pengertian bahwa karya yang dihasilkan
tidak pernah ditulis oleh orang lain secara tertulis.
Tabel 1.2
Orisinalitas Penelitian
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2. Persamaan











penerapan asas tersebut dalam
pelaksanaan perjanjian
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN
Berikut adalah sistematika penulisan laporan hasil penelitian ini:
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang bagaimana Asas Proporsionalitas
dalam pembentukan perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar
minyak antara PT. X dengan distributor, terdapat juga rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terbagi atas
manfaat teoritis dan manfaat praktis yang mendasari penelitian.
BAB II : KAJIAN PUSTAKA
Bab ini akan menguraikan tentang kajian umum sebagai teori-teori
yang melandasi penulisan dan pembahasan penelitian, yaitu
mengenai Asas, Perjanjian, Asas Proporsionalitas, Pengadaan, dan
Bahan Bakar Minyak.
BAB III : METODE PENELITIAN
Bab ini berisi uraian tentang jenis dan metode pendekatan, bahan
hukum, teknik perolehan dan pengumpulan bahan hukum, teknik
analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini
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BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi analisis mengenai Asas Proporsionalitas dalam tahap
pembentukan perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar minyak
antara PT. X dengan Distributor, serta Asas Proporsionalitas dalam
klausul-klausul perjanjian ini.
BAB V : PENUTUP
Bab ini merupakan bab terakhir pada penelitian tesis ini berupa
kesimpulan berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya




1. Kajian tentang Asas
1.1 Pengertian Asas
Pengertian “asas” atau “prinsip” yang diterjemahkan dalam bahasa Belanda
adalah “beginsel” atau “principle” (bahasa inggris) atau dalam bahasa Latin
disebut “principium”9, secara leksikal memiliki makna sebagai “sesuatu yang
menjadi landasan atau tumpuan berpikir atau bertindak atau kebenaran yang
menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya”. Kedudukan asas
hukum pada seluruh sistem hukum yang memiliki fungsi dalam mengatur sistem
norma hukum memiliki peranan penting dikarenakan asas hukum adalah suatu
landasan atau pondasi yang menjaga dan menopang kokohnya suatu norma
hukum.10
Bellefroid mengatakan bahwa asas hukum umum adalah “norma dasar yang
merupakan penjabaran dari hukum positif dan ilmu hukum, asas hukum umum
tidak berasal dari aturan-aturan yang lebih umum”. Asas hukum umum adalah
wujud dari pengendapan hukum positif Indonesia. Berdasarkan pernyataan dari
Eikima Hommes, Asas Hukum tidak dapat dipandang sebagai norma-norma
hukum yang konkrit atau nyata, tetapi perlu dipandang sebagai dasar umum atau
sebagai petunjuk bagi hukum positif atau hukum yang berlaku. Pembentukan
hukum perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.11
9 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), Hlm 891-892.
10 Agus Yudha Hernoko, Op. Cit., Hlm 21.
11 Ibid, Hlm 22.
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Menurut Sajipto Raharjo, asas hukum adalah “unsur yang penting dan
merupakan suatu pokok dari peraturan hukum”. Asas Hukum atau Prinsip Hukum
bukan merupakan peraturan hukum konkrit, melainkan dasar pikiran yang sifatnya
umum atau suatu latar belakang yang menjadi dasar suatu peraturan yang konkrit,
yang terdapat di dalamnya dan juga di belakang pada setiap sistem hukum yang
terkandung dalam peraturan perundang- undangan serta putusan hakim menjadi
sebuah hukum positif dan dapat diketemukan dengan cara mencari sifat-sifat
universal atau umum dalam peraturan konkrit tersebut. Maka dapat disimpulkan
bahwa semua peraturan-peraturan hukum pada akhirnya kembali pada asas-asas
tersebut. Kecuali disebut sebagai sebuah landasan, asas-asas hukum ini layak
dikatakan sebagai alasan dalam hal lahirnya suatu aturan hukum atau suatu ratio
legis dari peraturan hukum.12
Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa “yang dinamakan
asas hukum itu adalah dasar-dasar umum yang terdapat dalam peraturan hukum,
dasar-dasar umum tersebut merupakan suatu hal yang mengandung nilai-nilai
etis”. Asas hukum selalu melahirkan suatu peraturan hukum dan akan tetap ada
serta akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya, karena asas hukum
mengandung tuntutan-tuntutan etis, maka asas hukum adalah suatu jembatan
antara suatu peraturan hukum dengan cita-cita sosial serta pandangan etis bagi
masyarakatnya. Maka melalui asas hukum ini, suatu peraturan hukum memiliki
perubahan sifat dalam hal bagiannya dari suatu tatanan etis. Urutan bagaimana
orang sampai kepada asas-asas hukum itu dapat digambarkan.
12 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm 45.
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1.2 Fungsi dan Pembagian Asas Hukum
Asas dalam ilmu hukum bersifat mengatur dan menjelaskan hal-hal dalam
ilmu hukum, sedangkan asas hukum dibagi menjadi dua jenis, antara lain:13
a) Asas hukum umum, merupakan asas yang berhubungan dengan semua bidang
hukum, seperti: asas bahwa apa yang lahir terlihat benar, untuk sementara
harus dianggap seperti itu sampai diputuskan lain oleh pengadilan.
b) Asas hukum khusus, asas ini memiliki fungsi dalam bidang yang lebih sempit,
seperti contohnya dalam hukum perdata, hukum tata negara dan sebagainya.
Asas hukum khusus merupakan penjabaran dari asas hukum umum.
2. Kajian tentang Perjanjian
2.1 Pengertian Perjanjian
Pengаturаn terkаit perjаnjiаn di Indonesiа diаtur dаlаm Bаb II Buku III Kitаb
Undаng-Undаng Hukum Perdаtа tentаng Perikаtаn-Perikаtаn yаng Dilаhirkаn
Dаri Kontrаk аtаu Perjаnjiаn, mulаi Pаsаl 1313 sаmpаi dengаn 1351, dimаnа
ketentuаn dаlаm Pasal 1313 KUH Perdata mengatakan bahwa:
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
Pasal ini menjelaskan secara sederhana mengenai pengertian perjanjian yang
memberikan gambaran terkait adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.14
Berdasarkan penyataan Ahmadi Miru, perjanjian adalah suatu peristiwa
hukum ketika seorang berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selain
itu, kontrak dan perjanjian memiliki makna atau yang sama karena dalam Kitab
13 Sudikno Mertokusumo,Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty, 2003),
Hlm 34.
14 Ahmadi Miru & Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm 63.
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Undang-Undang Hukum Perdata atau BW hanya diketahui adanya “perikatan
yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang”. Berikut
penjelasan yang diuraikan sebagai berikut:15
“Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, perikatan yang
bersumber dari undang-undang dibagi dua, yaitu dari undang-undang saja dan dari
undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya, perikatan yang lahir dari
undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi dua, yaitu perbuatan yang
sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.”
Menurut R. Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana satu
orang berjanji kepada seorang lain dan/atau dimana kedua orang tersebut saling
berjanji untuk melakukan atau melaksanakan suatu hal.16 Perjanjian diartikan
sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau
dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu
hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.17
Pengertiаn lаin terkаit perjаnjiаn аdаlаh suаtu hubungаn hukum di bidаng
hаrtа kekаyааn yаng didаsаri kаtа sepаkаt аnаtаrа subyek hukum yаng sаtu
dengаn yаng lаin, dаn diаntаrа merekа (pаrа pihаk/subyek hukum) sаling
mengikаtkаn dirinyа sehinggа subyek hukum yаng sаtu berhаk аtаs prestаsi dаn
begitu jugа subyek hukum yаng lаin berkewаjibаn untuk melаksаnаkаn
15 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),
Hlm 1.
16 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), Hlm 171.
17 Wahyuni, 2017, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian
Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XII/2015, Jurnal Ilmiah Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan,Vol. 2, Nomor 2, Desember 2017.
20
prestаsinyа sesuаi dengаn kesepаkаtаn yаng telаh disepаkаti pаrа pihаk tersebut
sertа menimbulkаn аkibаt hukum.18
2.2 Asas - Asas Perjanjian
Asas dalam hukum kontrak dikenal banyak asas, diantaranya adalah sebagai
berikut:19
a. Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme seringkali diartikan bahwa suatu perjanjian
membutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian tersebut tidak
tepat karena maksud dari asas konsensualisme adalah bahwa lahirnya suatu
perjanjian yaitu pada saat muncul atau terjadinya suatu kesepakatan. Maka apabila
suatu kesepakatan dicapai antara para pihak, lahirlah perjanjian, walaupun
perjanjian tersebut belum dilaksanakan pada saat itu. Hal tersebut menunjukkan
bahwa apabila suatu kesepakatan dicapai oleh para pihak maka akan menciptakan
hak dan kewajiban bagi mereka atau dengan kata lain kontrak tersebut sudah
bersifat obligatoir, yaitu melahirkan kewajiban para pihak dengan tujuan
memenuhi perjanjian tersebut.
Asas konsensualisme tidak berlaku untuk semua jenis perjanjian, yaitu asas
ini hanya berlaku pada perjanjian konsensual sedangkan tidak berlaku pada
perjanjian formal dan kontrak riel.
b. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang penting diterapkan
dalam hukum kontrak. Asas kebebasan berkontrak ini pada umumnya didasarkan
pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menjelaskan bahwa “Seluruh
18 Agus Yudha Hermoko, Hukum Perjanjian – Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak
Komersial, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), Hlm 14.
19 Ahmadi Miru, Op.Cit., Hlm 3.
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perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya”. Beberapa sarjana hukum mendasarkan pada Pasal 1320
KUHPerdata yang menjelaskan tentang syarat sahnya perjanjian.
Kebebasan berkontrak menjamin kebebasan untuk seseorang yang berkaitan
dengan perjanjian secara bebas dalam beberapa hal, kebebasan - kebebasan
tersebut adalah:
“a) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
b) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
c) Bebas menentukan isi atau klausula perjanjian;
d) Bebas menentukan bentuk perjanjian;
e) Kebebasan-kebebasan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.”
Asas kebebasan berkontrak adalah “suatu dasar yang menjamin kebebasan
orang-orang dalam membuat dan melaksanakan suatu kontrak”. Hal ini terkait
juga dengan Buku III KUH Perdata yang hanya merupakan suatu hukum yang
bersifat mengatur sehingga dapat dikesampingkan oleh para pihak, kecuali
terhadap pasal-pasal tertentu yang bersifat memaksa.20
c. Asas Mengikatnya Kontrak (Pacta Sunt Servanda)
Setiap orang yang membuat perjanjian akan terikat untuk memenuhi
ketentuan dalam perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung
janji-janji para pihak yang harus dipenuhi oleh para pihak dan janji-janji tersebut
mengikatkan para pihak seperti mengikatnya undang-undang terhadap masyarakat.
Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1).21
20 Ibid, Hlm 4.
21 Ibid, Hlm 5.
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d. Asas Iktikad Baik
Asas iktikad baik adalah salah satu asas yang diketahui dalam hukum
perjanjian. Ketentuan mengenai asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3)
bahwa “perjanjian harus dilaksanakan para pihak dengan iktikad baik”.
Sementara itu, Arrest H.R. di Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap
pelaksanaan asas itikad baik dalam tahap praperjanjian atau pada saat
pembentukan, dan kesesatan ditempatkan di bawah asas itikad baik, bukan
ditempatkan pada teori kehendak. Pentingnya asas itikad baik tersebut
menunjukkan bahwa dalam perundingan atau perjanjian antara para pihak, para
pihak akan berhadapan di dalam suatu hubungan hukum khusus dengan didasari
oleh itikad baik dan hubungan khusus tersebut membawa para pihak tersebut
wajib melakukan tindakan dengan mengingat hal-hal penting yang wajar dari
pihak lain.
Untuk masing-masing calon pihak dalam suatu perjanjian terdapat kewajiban
untuk melakukan penyelidikan dengan batas-batas yang wajar terhadap pihak
lawan sebelum menandatangani perjanjian atau setiap pihak harus memberikan
perhatian cukup dalam menutup perjanjian karena berkaitan dengan itikad baik.22
Selain keempat asas di atas, terdapat delapan asas hukum perikatan nasional
yang dirumuskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen
Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 1985 dalam
penyelenggaraan Lokakarya Hukum Perikatan. Penjelasan kedelapan asas itu
adalah sebagai berikut:23
22 Ibid.
23 Salim H.S., Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), 2011, Hlm 13-14.
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a) Asas Kepercayaan
Asas Kepercayaan memiliki pengertian bahwa setiap orang yang akan
membuat dan melaksanakan perjanjian akan siap memenuhi semua prestasi yang
diadakan antara mereka yang disebutkan salam perjanjian.
b) Asas Persamaan Hukum
Asas Persamaan Hukum menjelaskan bahwa setiap subjek hukum yang
membuat dan melaksanakan perjanjian memilki kedudukan hak dan kewajiban
yang setara dan sama dalam hukum. Mereka tidak dapat dibeda-bedakan antara
satu dengan yang lain, walaupun subjek hukum tersebut memiliki perbedaan
warna kulit, agama, dan ras.
c) Asas Keseimbangan
Asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki para pihak dalam
memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur memiliki kekuatan dalam
menuntut prestasi dan apabila diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi
melalui kekayaan debitur, namun debitur juga memiliki kewajiban dalam
melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik. Asas keseimbangan
memiliki landasan pada ideologi yang menjadi latar belakang dari tertib hukum
Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber tata
nilai serta mencerminkan cara pandang masyarakat Indonesia.
Ahmadi Miru,24 dalam disertasinya yang berjudul “Prinsip-prinsip
Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia”, menyatakan bahwa
“keseimbangan antara konsumen-produsen dapat dicapai dengan meningkatkan
perlindungan terhadap konsumen karena posisi produsen lebih kuat dibandingkan
24 Ibid.
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dengan konsumen”. Dengan demikian, pernyataan tersebut sesuai dengan para
ahli yang lainnya yang menegaskan bahwa asas keseimbangan diartikan sebagai
keseimbangan posisi para pihak.
d) Asas Kepastian Hukum
Perjanjian sebagai pandangan hukum harus mengandung kepastian hukum.
Asas kepastian hukum ini timbul dari kekuatan mengikatnya suatu perjanjian,
yakni sebagai peraturan bagi yang membuatnya.
e) Asas Moral
Asas moral terikat dalam suatu perikatan wajar, yaitu seseorang yang
melakukan suatu perbuatan sukarela tidak berhak menuntut haknya dalam hal
menggugat prestasi dari debitur. Hal tersebut dijelaskan dalam zaakwarneming,
yaitu seseorang melakukan perbuatan secara sukarela (moral).
f) Asas Kepatutan
Asas Kepatutan terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas ini memiliki
kaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian.
g) Asas Kebiasaan
Asas ini merupakan bagian dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian bukan
hanya terikat pada apa yang diatur secara tegas, tetapi juga atas hal-hal yang lazim
menurut kebiasaan.
h) Asas Perlindungan
Asas Perlindungan memiliki pengertian bahwa antara debitur dan kreditur
harus mendapat perlindungan dari hukum atau perundang-undangan yang berlaku.
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2.3 Subyek Hukum dalam Perjanjian
Subyek perjanjian diatur dalam KUHPerdata dengan membedakan 3 (tiga)
subyek dalam suatu perjanjian (pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan dan
pelaksanaan suatu perjanjian) yaitu:
a) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
Berdasarkan Pasal 1315 KUHperdata :
”Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau
meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”
b) Para ahli waris dan mereka yang memperoleh hak dari padanya;
Ketentuan berdasarkan Pasal 1340 ayat 1 KUHPerdata25 disebut sebagai
asas pribadi. Asas ini bukan merupakan asas yang memiliki sifat yang mutlak,
tetapi dapat dikecualikan atau berdasarkan pasal 1318 KUHPerdata
menjelaskan bahwa:
”Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah
untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya,
kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat
persetujuan tidak sedemikian maksudnya.”
Namun ketentuan ini juga termasuk dalam asas pribadi generatif yaitu
demi hukum, seluruh hak serta kewajiban seseorang beralih kepada generasi
ahli waris atau penerima hak darinya.
c) Pihak ketiga.
Asas pribadi generatif dapat diartikan dengan memberikan suatu manfaat
bagi pihak ketiga, yaitu menjadikan pihak ketiga terlibat dan terikat dalam
suatu perjanjian antara pihak pertama dan kedua yaitu kreditur dan debitur,
sebagaimana berdasarkan pasal 1317 KUHPerdata:
25 “Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”
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“Meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak
ketiga; apabila suatu penetapan janji; yang dibuat oleh seorang untuk
dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada orang
lain; memuat janji yang seperti itu.”
Hal tersebut diatas sering disebut sebagai janji pihak ketiga “beding ten
behoeve van derden atau disingkat derden beding”. Bentuk hukum berupa
perjanjian atau kontrak harus mengandung kepastian hukum. Kepastian
hukum ini terlihat dari kekuatan mengikat dari perjanjian tersebut, yaitu
sebagai undang-undang bagi para pihak.
2.4 Unsur-Unsur Perjanjian
Dalam suatu kontrak atau perjanjian harus memiliki tiga unsur perjanjian, unsur-
unsur tersebut antara lain:26
a. Unsur Esensialia
Unsur esensialia adalah unsur yang harus terdapat dalam suatu perjanjian
karena tanpa adanya kesepakatan terkait unsur esensialia ini maka tidak terbentuk
suatu perjanjian. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli wajib ada suatu
kesepakatan tentang barang dan harga karena tanpa adanya kesepakatan tentang
barang dan harga dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut akan batal demi
hukum karena tidak terdapat hal tertentu yang diperjanjikan.
b. Unsur Naturalia
Unsur naturalia adalah suatu unsur yang sudah diatur dalam peraturan
perundang-undangan sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam
perjanjian yang mereka buat, maka undang-undang yang akan mengaturnya.
Dengan demikian, unsur naturalia ini adalah unsur yang selalu dianggap terdapat
dalam perjanjian. Contohnya apabila dalam perjanjian tidak diperjanjikan terkait
26 Salim H.S., Op.Cit, Hlm 31.
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cacat tersembunyi, secara otomatis akan berlaku ketentuan yang terdapat dalam
KUHPerdata yaitu bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi.
c. Unsur Aksidentalia
Unsur aksidentalia adalah unsur yang nanti akan ada atau mengikat para
pihak apabila para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh dalam perjanjian
jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur melakukan
keterlambatan dalam membayar utangnya, akan dikenakan denda 2 (dua) persen
perbulan dari keterlambatan, dan apabila debitur melakukan keterlambatan dalam
membayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, barang yang telah dibeli dapat
ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui putusan pengadilan.
2.5 Syarat Sah Perjanjian
Walaupun disebutkan bahwa suatu perjanjian lahir pada saat terjadinya
kesepakatan mengenai hal pokok dalam perjanjian tersebut, namun ada beberapa
hal lain yang masih harus diperhatikan, yaitu syarat sah perjanjian sebagaimana
berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:27
“(1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
(2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
(3) Suatu hal tertentu
(4) Suatu sebab yang halal”
Syarat-syarat tersebut pada umumnya disingkat dengan istilah sepakat,
cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata
tersebut di atas, maka akan dijelaskan lebih lanjut dengan penjelasan sebagai
berikut:
27 Ibid, Hlm 13.
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(1) Kesepakatan
Kesepakatan yang dimaksud dalam pasal Pasal 1320 KUH Perdata ini adalah
suatu kesesuaian kehendak antara para pihak, yakni bertemunya suatu penawaran
dengan penerimaan. Kesepakatan ini dapat diperoleh dengan berbagai cara, baik
secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal ini, tidak tertulis bukan
merupakan lisan karena perjanjian dapat terjadi secara tidak tertulis dan tidak lisan,
namun hanya menggunakan simbol-simbol dan/atau cara yang lain yang tidak
secara lisan maupun tidak tertulis.28 Terdapat empat hal yang menyebabkan
adanya cacat pada kesepakatan tersebut yang dapat dijelaskan sebagai berikut:29
a) Kekhilafan terjadi jika salah satu pihak melakukan kekeliruan mengenai
hal-hal yang diperjanjikan, tetapi pihak lain tidak bertindak atau membiarkan
pihak tersebut melakukan kekeliruan.
b) Paksaan terjadi apabila salah satu pihak melakukan kesepakatan berdasarkan
tekanan (dipaksa secara psikologis), maka yang dimaksud dengan paksaan
adalah bukan paksaan fisik karena apabila paksaan yang dimaksud adalah
paksaan fisik, maka dapat dikatakan pada dasarnya tidak ada kesepakatan.
c) Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan aktif memengaruhi pihak
lainnya sehingga pihak yang dipengaruhi menjadi menyerahkan sesuatu
dan/atau atau melepaskan sesuatu.
d) Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila pihak yang mempunyai posisi yang
lebih kuat dalam posisi tawarnya, maka berdasarkan segi ekonomi maupun
psikologi, penyalahgunaan keadaan sehingga salah satu pihak menjadi lemah
harus sepakat terhadap hal-hal yang memberatkannya. Penyalahgunaan
28 Ahmadi Miru & Sakka Pati, Op.Cit., Hlm 68.
29 Ahmadi Miru, Op.Cit., Hlm 18.
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keadaan ini terdapat pada Pasal 3:44 (1) Buku III NBW yang menyatakan
bahwa perbuatan hukum dapat dibatalkan apabila terjadi adanya (i) ancaman
(bedreiging); (ii) penipuan (bedrog), dan (iii) penyalahgunaan keadaan
(Misbruik van Omstandigheden). Penyalahgunaan keadaan yang merugikan
salah satu pihak pada prinsipnya merupakan penyalahgunaan kesempatan
oleh pihak lain. Penyalahgunaan dibedakan dalam dua hal, antara lain:30
1) Penyalahgunaan Keunggulan Ekonomi, apabila satu pihak mempunyai
keunggulan ekonomis terhadap pihak lain, sehingga pihak lain tersebut
terpaksa mengadakan kontrak.
2) Penyalahgunaan Keunggulan Kejiwaan, apabila salah satu pihak
menyalahgunakan ketergantungan relatif, atau keadaan jiwa yang
istimewa dari pihak lawan (misalnya gangguan jiwa, tidak berpengalaman,
atau kurang pengetahuan).
Selain itu, penyalahgunaan keadaan terdapat juga dalam Pasal 3.10
UPICC dan RUU kontrak (ELIPS) yang dikelompokkan dalam Perbedaan
yang Mencolok (Gross Disparity) yang menyatakan bahwa:
“(1) Salah satu pihak dapat membatalkan kontrak atau suatu persyaratan
kontrak tersebut apabila pada saat kontrak tersebut diadakan,
kontrak atau persyaratan tersebut secara tidak dapat dibenarkan
telah menyebabkan pihak lainnya memperoleh suatu keuntungan
yang berkelebihan. Pertimbangan harus diberikan, antara lain kepada
faktor-faktor, yaitu:
(a) Kenyataan bahwa pihak lainnya tersebut telah secara tidak jujur
mengambil keuntungan dari ketergantungan pihak pertama, tekanan
ekonomi, atau kebutuhan mendesak atau dari ketidaktahuannya,
kelalaiannya, ketidakpengalamannya, atau tidak adanya
keterampilan tawar-menawar; dan
(b) Sifat dan tujuan kontrak tersebut.
30 J.M van Dunne dan Gr. Van der Burght, Penyalahgunaan Keadaan, Kursus Hukum Perikatan
- Bagian III, (Terjemahan Sudikno Mertokusumo), Yogyakarta, Januari 1987, Hlm 2.
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(2) …, maka pengadilan dapat menyesuaikan kontrak atau persyaratannya
untuk membuatnya sesuai dengan standar perdagangan yang wajar dari
transaksi yang jujur.”
Berdasarkan rumusan pasal tersebut, terdapat perbedaan mencolok
(Gross Disparity) apabila pada saat kontrak tersebut diadakan, kontrak atau
persyaratannya secara tidak dapat dibenarkan telah menyebabkan pihak
lainnya memperoleh suatu keuntungan yang berkelebihan (unjustifiable
advantage). Dengan kata lain, salah satu pihak telah secara tidak jujur
mengambil keuntungan, karena:
1) Ketergantungan terhadap pihak lain;
2) Tekanan ekonomi;
3) Kebutuhan mendesak;
4) Ketidaktahuannya, kelalaiannya, ketidakpengalamannya;
5) Tidak adanya keterampilan tawar menawar; dan
6) Sifat dan tujuan kontrak tersebut.
Penyalahgunaan keadaan dalam NBW dikelompokkan dalam Misbruik
van Omstandigheden, UPICC dan RUU Kontrak (ELIPS)
mengelompokkannya ke dalam Perbedaan yang Mencolok (Gross Disparity),
dengan substansi yang hampir sama adanya ‘perbedaan kedudukan, posisi,
kesempatan yang mempengaruhi penentuan kehendak para pihak
(kesepakatan)’.31
Di Indonesia, meskipun penyalahgunaan keadaan belum masuk dalam
sumber hukum positif, namun praktik yurispudensi (secara implisit) telah
menerimanya sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1904
31 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., Hlm 181.
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K/Sip?1982 (Luhur Sundoro/Ny. Oei Kwie Lian c.s) dan No. 3431
K/Sip/1985 (Sri Setyaningsih/Ny. Boesono c.s). Putusan tersebut pada
prinsipnya menyatakan bahwa pernyataan kehendak yang diberikan sehingga
melahirkan kontrak, apabila dipengaruhi ‘penyalahgunaan keadaan’ oleh
pihak lain merupakan unsur cacat kehendak dalam pembentukan kontrak.32
(2) Kecakapan
Kecakapan merupakan kemampuan menurut hukum dalam melakukan
perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ini ditandai dengan tercapainya umur
21 tahun. Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1963 dan Pasal 31
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menghapuskan Pasal 108
dan 110 KUHPerdata tentang kewenangan wanita kawin (istri) untuk melakukan
perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan harus dengan ijin dan
kuasa dari suami. Maka, seseorang dianggap cakap apabila sudah mencapai usia
21 tahun (Pasal 1330 KUHPerdata) atau seseorang yang berusia 18 Tahun (Pasal
1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
Walaupun ukuran kecakapan seseorang adalah saat seseorang telah berusia 21
tahun, tidak semua orang yang telah beruusia 21 tahun secara otomatis memiliki
hak atau dapat dikatakan cakap menurut hukum, karena ada kemungkinan bahwa
orang yang telah berusia 21 tahun tetap dianggap tidak cakap karena sedang
berada di bawah pengampuan, seperti contoh karena gila, atau bahkan karena
boros.33
Аkibаt hukum ketidаkcаkаpаn membuаt perjаnjiаn аdаlаh perjаnjiаn yаng
telаh dibuаt dаpаt dimintаkаn pembаtаlаnnyа kepаdа hаkim, dаn аpаbilа tidаk
32 Ibid, Hlm 178.
33 Ibid, Hlm 68.
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dilаkukаn pembаtаlаn oleh pihаk yаng berkepentingаn mаkа perjаnjiаn аkаn tetаp
berlаku.34
(3) Hal Tertentu
Mengenai hal tertentu yang merupakan syarat ketiga dalam sahnya perjanjian
menerangkan mengenai keharusan adanya objek dalam perjanjian yang diuraikan
dengan jelas. Suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan tanpa objek yang tertentu.
Misalnya seseorang tidak dapat menjual “sesuatu” (tidak tertentu) dengan harga
seribu rupiah karena kata sesuatu tersebut tidak menunjukkan suatu hal tertentu,
namun hal yang tidak tentu.35
(4) Sebab yang Halal
Syarat ini tentang suatu sebab yang halal, hal ini merupakan syarat sah
tentang isi perjanjian yang keempat. Kata halal pada syarat ini bukan dengan
tujuan untuk dilawankan dengan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang
dimaksudkan pada syarat ini adalah bahwa isi perjanjian yang dibuat para pihak
tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban
umum.36
Kаtа cаusа berаsаl dаri bаhаsа lаtin yаng аrtinyа sebаb. Sebаb аdаlаh suаtu
yаng menyebаbkаn dаn mendorong orаng membuаt perjаnjiаn. Pаsаl 1320
KUHPerdаtа mengаrtikаn cаusа yаng hаlаl bukаnlаh sebаb dаlаm аrti yаng
menyebabkan atau mendorong seseorang dalam membuat perjanjian, melainkan
sebab dalam makna dari “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan
yang hendak dicapai oleh para pihak. Ketentuаn dаlаm pаsаl 1337 KUHPerdаtа
menjelаskаn bаhwа Undаng-Undаng tidаk memperdulikаn аpа yаng menjаdi
34 Ibid.
35 Ibid, Hlm 68-69.
36 Ibid, Hlm 69.
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sebаb orаng mengаdаkаn perjаnjiаn, kаrenа yаng diperhаtikа аtаu diаwаsi oleh
Undаng-Undаng аdаlаh “isi perjаnjiаn itu”, yаng menggаmbаrkаn tujuаn yаng
hendаk dicаpаi oleh pаrа pihаk sertа isinyа tidаk dilаrаng oleh Undаng-Undаng,
sertа tidаk bertentаngаn dengаn kesusilааn аtаu ketertibаn umum.
2.6 Akibat Hukum Perjanjian yang Sah
Perjаnjiаn yаng sаh аdаlаh perjаnjiаn yаng memenuhi syаrаt seperti
hаlnyа yаng tercаntum dаlаm Pаsаl 1320 KUHPerdаtа, sertа ketikа syаrаt tersebut
dipenuhi secаrа kumulаtif mаkа menimbulkаn аkibаt hukum, yаitu :
a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdаsаrkаn
ketentuаn 1338 ayat (1) KUHPerdаtа, bаhwа Perjаnjiаn berlаku sebаgаi
undаng-undаng bаgi pаrа pihаk, аrtinyа perjаnjiаn yаng telаh dibuаt
mempunyаi kekuаtаn mengikаt dаn memаksа sertа memberi kepаstiаn hukum
kepаdа pihаk-pihаk yаng membuаtnyа. Jikа аdа yаng melаnggаr, mаkа iа
diаngаp melаnggаr undаng-undаng sehinggа dаpаt diberikаn sаnksi hukum
tertentu.
b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjаnjiаn yаng dibuаt secаrа sаh
mengikаt pаrа pihаk yаng membuаtnyа dаn tidаk dаpаt ditаrik kembаli аtаu
dibаtаlkаn secаrа sepihаk sаjа tаnpа persetujuаn pihаk lаinnyа.
c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dаlаm аrti pelаksаnааn
perjаnjiаn tersebut hаrus mengindаhkаn normа-normа kepаtutаn dаn
kesusilааn.37
37 Suharnoko, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm 342.
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2.7 Perancangan Kontrak/Contract Drafting
Tahapan pra-kontraktual, kontraktual sampai dengan pasca-kontraktual suatu
perjanjian atau kontrak dalam Ilmu Hukum Perancangan Kontrak/Contract
Drafting, yaitu sebagai berikut:38
a) Tahap Pra-Kontraktual
Tahap pra-kontraktual merupakan tahap sebelum kontrak dirancang dan
disusun. Sebelum kontrak disusun, terdapat empat hal yang harus diperhatikan
oleh para pihak, yang meliputi:
i. Identifikasi Para Pihak
Tahap identifikasi para pihak merupakan tahap untuk menentukan dan
menetapkan identitas para pihak yang akan mengadakan kontrak itu. Identitas para
pihak harus jelas dan para pihak harus memiliki kewenangan hukum untuk
membuat kontrak sebagaimana di tentukan pada Pasal 1330 KUHPerdata. Selain
itu, hal ini penting untuk mengetahui para pihak yang benar-benar mempunyai full
power sebagai representatif dari suatu perusahaan yang bonafit atau tidak.39
ii. Penelitian Awal Aspek Terkait
Perancangan kontrak harus menjelaskan hal-hal yang tertuang dalam kontrak
yang bersangkutan, konsekuensi yuridis, serta alternatif lain yang mungkin dapat
dilakukan. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan kontrak tersebut tidak banyak
mendapat hambatan. Pada akhirnya perancang kontrak akan menyimpulkan hak
dan kewajiban masing-masing pihak terkait dengan isi kontrak, seperti unsur
pembayaran, ganti rugi, dan perpajakan.
38 Salim HS (et.al.), Perancangan Kontrak danMemorandum of Understanding (MoU),
(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm 86.
39 Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006),
Hlm27.
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iii. Pembuatan Memorandum of Understanding (MoU)
Pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) merupakan nota
kesepahaman yang dibuat oleh para pihak sebelum kontrak itu dibuat sebelum
kontrak itu dibuat secara terperinci. Memorandum of Understanding (MoU) ini
memuat berbagai kesepakatan para pihak dalam berbagai bidang, seperti di bidang
investasi, pasar modal, pengembangan pendidikan, kesepakatan dalam bidang
ekonomi, dan lain-lain.40
iv. Perundingan (Negosiasi)
Negosiasi mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam
perancangan kontrak, karena tahap ini merupakan tahap untuk menentukan objek
dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.41
b) Tahap Kontraktual
Tahap kedua dalam membuat kontrak adalah tahap kontraktual, yang
memerlukan ketelitian para pihak maupun notaris. Tahap kontraktual ini terbagi
dalam beberapa bagian, antara lain:
i. Perumusan dan Pembuatan Draft Kontrak
Naskah atau draftt kontrak merupakan konsep kontrak yang dirancang oleh
para pihak. Dengan tahap ini para pihak akan merumuskan dan membuat kontrak
yang mana selanjutnya akan diserahkan pada pihak lain dan dikaji lebih
mendalam. Naskah kontrak ini meliputi judul kontrak, pembukaan kontrak,
pihak-pihak dalam kontrak, resital, substansi kontrak, dan penutup.42
40 Ibid.
41 Salim HS (et.al.), Op.Cit., Hlm 88.
42 Ibid, Hlm 91.
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ii. Perundingan atau Negosiasi Lanjutan
Setelah para pihak selesai membuat draft kontrak, maka naskah kontrak ini
akan ditukar. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada para pihak
untuk mempelajari isi kontrak yang telah disusun. Apabila salah satu pihak tidak
menyetujui perihal salah satu kontrak, pihak tersebut dapat mengusulkannya
untuk dirundingkan bersama. Selanjutnya para pihak akan merundingkan atau
menegosiasikan lanjutan dalam isi kontrak.
iii. Perlu Diadakan Revisi
Apabila pada hasil perundingan tersebut telah tercapai kesepakatan, usulan
tadi dapat dimasukan dalam draft kontrak yang selanjutnya dapat dilakukan revisi
terhadap rancangan draft kontrak. Revisi adalah suatu upaya melakukan
perubahan-perubahan terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.
iv. Penyelesaian Akhir
Tahap penyelesaian akhir merupakan pembahasan naskah hasil kontrak, yaitu
upaya untuk menyelesaikan naskah kontrak yang dibuat oleh para pihak, dan telah
menyetujui naskah kontrak yang telah dirancang, baik oleh salah satu pihak
maupun secara bersama oleh para pihak.
v. Penandatanganan Naskah Hasil Kontrak
Bagian akhir dari tahap-tahap perancangan kontrak ini adalah tahap
penandatangannan kontrak, yang merupakan wujud persetujuan atau kesepakatan
atas segala substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.
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c) Tahap Pasca-Kontraktual
Setelah melalui tahap pra-kontraktual dan kontraktual, kontrak atau perjanjian
yang telah ditandatangani oleh para pihak memasuki tahap pasca-kontraktual,
antara lain:
i. Pelaksanaan
Setelah suatu kontrak selesai disusun dan ditandatangani oleh para pihak,
barulah kontrak tersebut dapat dilaksanakan. Pelaksanan kontrak ini harus sesuai
dengan substansi-substansi yang telah disepakati dalam isi kontrak, karena
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa setiap
perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.
ii. Penafsiran
Pada dasarnya, suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak
haruslah dapat dimengerti dan dipahami isinya. Namun apabila dalam kontrak
yang telah disepakati maupun dalam pengimplementasian kontrak terdapat
kata-kata atau kalimat yang membingungkan bagi para pihak sehingga
menimbulkan hambatan untuk mewujudkan maksud dan tujuan dari para pihak,
maka penafsiran kontrak harus dilakukan. Penafsiran dalam kontrak diatur dalam
Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUHPerdata. Dalam Pasal 1342
KUHPerdata disebutkan bahwa apabila suatu kontrak memiliki kata-kata yang
jelas, maka tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan
penafsiran. Namun apabila kata-katanya tidak jelas dapat dilakukan penafsiran
terhadap isi kontrak dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain:43
43 Ibid, Hlm 92.
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− Apabila kata-kata dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran,
maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (Pasal
1343 KUHPerdata).
− Apabila suatu janji memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki
pengertian untuk memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan (Pasal
1344 KUHPerdata).
− Apabila kata-kata dalam perjanjian mengandung dua macam pengertian,
maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian
(Pasal 1345 KUHPerdata).
− Apabila terjadi keragu-raguan, maka harus ditafsirkan menurut kebiasaan
dalam negeri atau di tempat perjanjian dibuat (Pasal 1346 KUHPerdata).
− Apabila terdapat keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian
orang yang meminta diperjanjikan suatu hal, dan untuk keuntungan orang
yang mengikatkan dirinya untuk itu (Pasal 1349 KUH Perdata).
iii. Penyelesaian Sengketa
Dalam pelaksanan kontrak tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa.
Dalam hal seperti ini para pihak bebas menentukan cara yang akan ditempuh jika
timbul perselisihan atau sengketa di kemudian hari. Penyelesaian sengketan ini
biasanya diatur secara tegas dalam kontrak. Secara garis besarnya, penyelesaian
sengketa ini dibagi menjadi dua, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar
pengadilan (non-litigasi), seperti mediasi, arbitrase dan negosiasi.
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3. Kajian tentang Asas Proporsionalitas
3.1 Pengertian Asas Proporsionalitas
Menurut N. E Algra et.al. dalam Kamus Istilah Hukum Fokema Andreae
Belanda-Indonesia maupun dalam versi Bahasa Belanda “Fochema Andreae’s
Rechtsgeleer Handwoordenboek”, asas proporsionalitas diterjemahkan dengan
proportionaliteitsbeginsel, bahwa harus ada keseimbangan tertentu antara
timbulnya kerugian dan pemberian ganti rugi (pembelaan).44 Dalam Kamus
Gilbert Law Summaries Dictionary of Legal Term, disebutkan bahwa
proporsional dalam bahasa latin disebut “prorata”, according to the rate; in
proportion to same rate to standar, proporsionately.45 Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), kata proporsional berarti sesuai dengan proporsi, sebanding,
seimbang, berimbang.
Secara eksplisit, definisi asas proporsionalitas terdapat dalam Penjelasan
Pasal 3 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolupsi dan Nepotisme, yaitu:
“Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang
mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara
Negara.”
Pada Penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, menyatakan bahwa:
“Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas,
wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.”
44 N. E. Algra et.al, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia, (Jakarta:
Bina Cipta, 1983), Hlm 255.
45 Conviser Richard J. Ed., Gilbert Law Summaries Dictionary of Legal Terms, (Inc. Chicago:
Harcourt Brace Jovanovich Legal and Professional Piblication, 1984), Hlm 87.
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Namun pengertian asas proporsionalitas dalam kedua peraturan
perundang-undangan diatas tidak berkaitan dengan hubungan kontraktual antara
para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak. Dalam hubungan kontraktual
menurut Agus Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas tidak tertulis secara
eksplisit dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun dalam hal mencapai
kesepakatan (Pasal 1320 KUHPerdata) membutuhkan proses negosiasi dalam
rangka terwujudnya pertukaran kepentingan yang proporsional di antara para
kontraktan.46 Dengan demikian, proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban
sangat ditentukan oleh proses negosiasi tersebut. Sehingga asas proporsionalitas
berfungsi untuk mencapai kesepakatan yang benar dan adil serta syarat subjektif
yang terkandung dalam suatu perjanjian akan terpenuhi. Tidak adanya asas
proporsionalitas dalam mencapai kesepakatan dapat menyebabkan adanya cacat
kehendak dalam kesepakatan tersebut sehingga mengakibatkan pembatalan (dapat
dibatalkan) yang akan dilakukan oleh salah satu atau para pihak dalam perjanjian.
Term proporsionalitas dasarnya diartikan dengan seimbang atau
keseimbangan. Namun asas keseimbangan disempitkan maknanya menjadi
keseimbangan kedudukan para pihak yang terlibat kontrak, sedangkan asas
proporsionalitas disempitkan maknanya menjadi keseimbangan pertukaran antara
hak dan kewajiban para kontraktan pada keseluruhan tahapan kontrak.47
Agus Yudha Hernoko juga menyatakan bahwa makna asas proporsionalitas
dalam kontrak harus beranjak dari makna filosofis keadilan. Terdapat beberapa
pemikiran tentang keadilan yang berbasis kontrak, yaitu pemikiran dari John
Locke, Rosseau, Immanuel Kant, dan John Rawls yang menyatakan bahwa tanpa
46 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak
Komersial, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Hlm 155.
47 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., Hlm 74 dan 86.
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adanya kontrak, orang tidak akan bersedia terikat dan bergantung pada pernyataan
pihak lain, kontrak memberikan sebuah cara dalam menjamin bahwa
masing-masing individu akan memenuhi janjinya dan selanjutnya hal ini
memungkinkan terjadinya transaksi di antara mereka.48
3.2 Prinsip Keadilan dalam Asas Proporsionalitas
Asas proporsionalitas merupakan bagian dari asas keadilan yang
berkesinambungan dengan asas-asas pokok perjanjian dalam 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, maka penelusuran landasan asas proporsionalitas harus
diteliti dari substansi makna keadilan itu sendiri. Kata “keadilan” dalam
terjemahan bahasa inggris yaitu justice yang berasal dari bahasa latin yaitu iustitia.
Keadilan memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari yang konsepsi yang
bersifat etik, filosofis, hukum, politik, budaya, dan sosial. Keadilan memilki
makna yang kompleks, oleh karena itu rumusan keadilan sangat abstrak dan relatif,
tergantung pada sisi pandang masing-masing.49
Untuk mengetahui hal-hal yang termasuk adil dan yang tidak adil terlihat
bukan merupakan suatu kebijakan yang besar, terlebih lagi apabila keadilan
diasosiasikan dengan aturan dan ketentuan hukum positif, bagaimana suatu
tindakan harus dilaksanakan dan pendistribusiannya dalam melakukan
penegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilannya. Namun tidak
demikian halnya apabila ingin memainkan peran dalam menegakkan keadilan.50
Plato merupakan seorang yang memiliki pemikiran idealis abstrak dan
mengakui keberadaan kemampuan-kemampuan diluar kemampuan manusia
48 Cut Helmi Yanti Simbolon, 2016, Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian
Waralaba Masiji Fried Chicken, Journal of Diponegoro Law Review, Hlm 7.
49 Ibid, Hlm 119.
50 Darji Darmodiharjo & Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Huku, Apa dan Bagaimana Filsafat
Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1995), Hlm 137.
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sehingga sebuah pemikiran irasional masuk ke dalam filsafatnya. Demikian juga
dengan masalah keadilan. Plato menyatakan bahwa keadilan adalah suatu hal
diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan yaitu munculnya
perubahan dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai elemen-elemen prinsipal
yang harus dipertahankan, yakni pemilahan kelas-kelas yang tegas, sebagai
contohnya kelas penguasa yang ditempati oleh para penggembala dan anjing
penjaga wajib dipisahkan secara tegas dengan domba manusia. Identifikasi antara
takdir negara dengan takdir kelas penguasanya, perhatian khusus kepada kelas ini
dan persatuannya, serta kepatuhan pada persatuannya, adanya aturan-aturan
bersifat rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan keberadaan atas
pengawasan ketat serta adanya kolektivisasi urusan-urusan anggotanya.51
Negara harus memiliki sifat mandiri (self-sufficient), negara harus memiliki
tujuan pada autarki ekonomi, apabila tidak demikian, para penguasa akan menjadi
ketergantungan pada para pedagang atau justru para penguasa akan menjadi
pedagang. Alternatif pertama tersebut akan melemahkan kekuasaan yang mereka
miliki sedangkan alternatif kedua akan memberikan kelemahan persatuan kelas
penguasa dan stabilitas negaranya.
Pandangan Aristoteles mengenai keadilan dapat dilihat dalam karyanya
nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Spesifikasi mengenai keadilan dapat
dilihat dalam buku nicomachean ethics, buku tersebut ditujukan bagi keadilan,
yang, berdasarkan filsafat dari hukum Aristoteles, walaupun dianggap sebagai inti
51 Muhamad Erwin, Filsafat Hukum, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), Hlm 292.
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dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya
dengan keadilan”.52
Pada makna pokoknya, pandangan keadilan ini merupakan suatu pemberian
hak persamaan tetapi bukan dalam hal persamarataan. Aristoteles memberikan
perbedaan antara hak persamaannya sesuai hak proposionalitas. Persamaan hak
dipandang bagi manusia sebagai suatu hal atau unit atau wadah yang setara dan
sama. Hal inilah yang dapat menunjukkan bahwa semua orang atau setiap warga
negara dihadapkan pada hukum sama. Kesamaan hak proposional memberi setiap
orang apa yang merupakan haknya sesuai dengan kemampuan serta prestasi yang
telah dicapainya.53
Keadilan berdasarkan pandangan dari Aristoteles terbagi dalam dua macam
keadilan, yaitu keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan
distributief merupakan keadilan yang memberikan porsi menurut pretasinya
kepada tiap orang. Keadilan commutatief merupakan keadilan yang memberikan
kepada setiap orang sama banyaknya tanpa membeda-bedakan prestasinya, dalam
hal ini berhubungan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.54
Berdasarkan pembagian bentuk-bentuk keadilan ini Aristoteles memperoleh
banyak kontroversi dan perdebatan.
Maka keberadaaan asas proporsionalitas dalam kontrak komersial berarti
membahas keseimbangan pertukaran hak dan kewajiban secara proporsional bagi
para pihak yang terlibat dalam kontrak meliputi seluruh tahapan kontrak, baik
52 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung: Nuansa dan
Nusamedia, 2004), hal 24.
53 Pranoto, Itok Dwi Kurniawan, 2013, Urgensi Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Kerja
Konstruksi sebagai Antisipasi Terjadinya Sengketa, Journal of Privat Law, Hlm 89.
54 L..J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), Hlm 11-12.
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pada tahapan prakontraktual, pembentukan kontrak, maupun pelaksanaan
kontrak.55
3.3 Fungsi Asas Proporsionalitas
Apabila dihubungkan dengan kegiatan bisnis, perjanjian berfungsi guna
mengamankan transaksi. Hal ini dikarenakan dalam mengandung suatu pemikiran
atau tujuan terhadap keberadaan keuntungan komersial yang didapat para pihak.
Terkait dengan perjanjian komersial yang berorientasi pada keuntungan para
pihak, fungsi asas proporsionalitas terdapat pada karakter kegunaan yang bersifat
operasional dan implementatif dan memiliki tujuan untuk mewujudkan apa yang
menjadi kebutuhan para pihak. Dengan demikian, fungsi asas proporsionalitas,
dimulai dari proses pembentukan sampai dengan pelaksanaan kontrak komersial
adalah:56
a. Dalam tahap prakontrak, asas proporsionalitas membuka peluang negosiasi
bagi para pihak untuk melaksanakan pertukaran hak serta kewajiban secara
fair. Oleh karena itu, proses negosiasi dengan itikad buruk adalah hal yang
tidak proporsional dan harus ditolak;
b. Dalam pembentukan kontrak atau perjanjian, asas proporsional menjamin
kesetaraan hak serta adanya kebebasan dalam menentukan/mengatur proporsi
antara hak dan kewajiban para pihak yang berlangsung secara fair;
c. Dalam pelaksanaan kontrak, asas proporsional menjamin terwujudnya
pendistribusian dalam pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi yang
telah disepakati/dibebankan kepada para pihak;
55 Purwosusilo, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm
362.
56 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., Hlm 101-102.
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d. Dalam hal terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan kontrak, maka harus
dilakukan penilaian secara proporsional apakah adanya kegagalan tersebut
bersifat fundamental sehingga menggangu pelaksanaan sebagian besar
kontrak atau sekedar hal-hal sederhana atau kesalahan kecil. Oleh karena itu,
pengujian melalui asas proporsionalitas akan menentukan dalil kegagalan
dalam pelaksanaan kontrak, agar jangan sampai timbulnya penyalahgunaan
salah satu pihak dalam melakukan pemanfaatan klausul dalam kegagalan
pelaksanaan perjanjian dilakukan demi keuntungan salah satu pihak yaitu
dengan cara merugikan pihak yang lain;
e. Asas proporsionalitas dalam hal terjadi sengketa kontrak menekankan bahwa
proporsi suatu beban pembuktian terhadap para pihak harus dibagi setara
berdasarkan pertimbangan yang fair.
Dengan demikian kontrak komerisal yang merupakan proses mata rantai
hubungan para pihak harus dibangun dilandasi dengan pemahaman keadilan yang
didasarkan pada pengakuan hak para pihak. Pengakuan atas eksistensi hak para
pihak yang telah dijelaskan tersebut termanifestasi dalam pemberian kesempatan
dan peluang yang sama dan setara dalam pertukaran hak dan kewajiban secara
proporsional.
4. Kajian tentang Pengadaan
4.1 Pengertian Pengadaan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pengadaan” memiliki arti
proses, cara, perbuatan, mengadakan, menyediakan, dan sebagainya.57 Istilah
57 https://kbbi.kata.web.id/pengadaan/ diakses tanggal 12 Maret 2019.
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pengadaan barang dan jasa atau procurement yang diartikan secara luas, meliputi
penjelasan atau uraian mulai dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau
administrasi vendor guna pengadaan barang, lingkup pekerjaan dan/atau jasa
lainnya. “Pengadaan barang dan jasa tidak terbatas pada pemilihan rekanan
proyek dengan bagian pembelian atau purchasing atau dalam perjanjian resmi
para pihak saja, tetapi meliputi seluruh proses dari tahap awal perencanaan,
persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga pada tahap pelaksanaan
dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa
konsultasi, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya.”58
Pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pihak,
yakni Pihak Pembeli atau disebut dengan Pengguna dan Pihak Penjual atau
disebut dengan Penyedia Barang dan Jasa. Pembeli atau disebut dengan Pengguna
barang dan jasa merupakan pihak yang membutuhkan ketersediaan barang dan
jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pihak pengguna adalah pihak
yang melakukan permohonan atas ketersediaan suatu barang dan/atau jasa kepada
pihak penyedia untuk membuat barang atau melakukan pemasokan atau
menjalankan pekerjaan tertentu. Pengguna barang dan jasa adalah suatu
lembaga/organisasi atau perseorangan. Golongan yang termasuk dalam
lembaga/organisasi antara lain organisasi masyarakat, badan usaha (BUMN,
BUMD, atau swasta), dan instansi pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota). Sedangkan golongan yang
58 Adrian Sutedi, Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2014), Hlm 4.
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termasuk dalam golongan perserorangan adalah orang yang membutuhkan barang
dan jasa atau individu.59
4.2 Perkembangan Pengadaan Barang dan Jasa60
Pengadaan barang dan jasa bermulai dari adanya transaksi pembelian atau
penjualan barang yang berlangsung di pasar secara langsung (tunai), kemudian
berkembang ke arah pembeli melakukan pembelian dengan berjangka waktu
pembayaran kemudian membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan
penjual), dan pada akhirnya disebut melalui pengadaan dan proses pelelangan.
Pengadaan barang bermulai sejak adanya pasar dimana terdapat kegiatan
membeli dan/atau menjual barang. Dalam hal jual beli barang di pasar, dilakukan
tawar menawar secara langsung antara pihak pembeli sebagai dengan pihak
penjual sebagai penyedia barang. Jika dalam proses tawar menawar para pihak
telah mencapai kesepakatan harga, maka dilanjutkan dengan melakukan transaksi
jual beli, yaitu “pihak penyedia barang melakukan penyerahan barang kepada
pihak pengguna dan pihak pengguna melakukan pembayaran berdasarkan harga
yang disepakati antara pihak penyedia barang dengan pihak pengguna barang”.
Proses tawar menawar dan proses transaksi jual beli dilaksanakan secara langsung
tanpa adanya dokumen pembayaran dan penerimaan barang maupun dokumen
pembelian.
Dalam menentukan jumlah dan jenis barang yang akan dibeli dalam proses
tawar menawar membutuhkan waktu yang lama, biasanya terlebih dahulu seorang
pengguna akan membuat secara tertulis daftar jumlah serta jenis barang yang akan
dibeli, selanjutnya diserahkan kepada penyedia barang agar penyedia barang
59 Ibid, Hlm 6.
60 Ibid, Hlm 1-3.
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mengajukan penawaran secara tertulis juga. Daftar barang yang dibuat secara
tertulis tersebut adalah asal-usul munculnya dokumen pembelian, sedangkan
penawaran harga yang dibuat secara tertulis tersebut adalah asal-usul munculnya
dokumen pembayaran.
Pada perkembangan selanjutnya, pembelian suatu barang tidak dibatasi pada
pembelian barang yang dilaksanakan di pasar saja, namun juga pembelian barang
untuk barang yang belum tersedia di pasar. Pembelian barang untuk barang yang
belum tersedia di pasar dilaksanakan dengan cara melakukan pesanan. Agar
barang yang dipesan dapat diciptakan seperti yang pengguna inginkan, maka
pihak pemesan (pengguna) akan menyusun nama, jenis, jumlah barang yang
dipesan beserta dengan spesifikasinya secara tertulis dan kemudian menyerahkan
kepada pihak penyedia barang. Saat ini, pengadaan barang tidak dibatasi pada
barang yang memiliki wujud saja namun juga barang tidak memiliki wujud.
Barang tidak memiliki wujud tersebut adalah jasa, misalnya jasa pelayanan
kesehatan, jasa konsultasi, jasa manajemen, dan sebagainya.
5. Kajian tentang Bahan Bakar Minyak
5.1 Pengertian Bahan Bakar Minyak
Bahan bakar memiliki pengertian sebagai segala materi yang dapat diubah
menjadi suatu energi. Bahan bakar ini dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis bahan
bakar berdasarkan wujudnya, yakni cair, padat dan gas. Pada dasarnya bahan
bakar mengandung energi panas yang dapat dikeluarkan atau dilepaskan
kemudian dimanipulasi. Kebanyakan bahan bakar dimanfaatkan manusia dengan
melalui proses pembakaran (reaksi redoks) dimana bahan bakar akan melepaskan
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energi panas setelah direaksikan dengan oksigen dari udara. Proses lain guna
melepaskan energi panas dari bahan bakar yaitu dengan melalui reaksi eksotermal
dan reaksi nuklir (seperti Fisi nuklir atau Fusi nuklir).
Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk dalam bahan bakar cair.
Hidrokarbon (termasuk bensin dan solar) sampai dengan saat ini merupakan jenis
bahan bakar yang paling sering digunakan oleh manusia. Bahan bakar lainnya
yang digunakan manusia adalah logam radioaktif, oleh karena itu bahan bakar
minyak terutama solar, premium, pertalite, dan pertamax merupakan bahan bakar
minyak yang menjadi minat utama bagi masyarakat luas.
5.2 Spesifikasi Bahan Bakar Minyak
Bahan Bakar Minyak memiliki 3 (tiga) spesifikasi jenis, antara lain adalah sebagai
berikut:61
a) Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM
Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi
dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang
telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan
Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan
konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Jenis BBM Tertentu ini terdiri atas
Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).
b) Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis
BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah
dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari
Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
61 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan,
Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
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sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi)
tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan
subsidi. Jenis BBM Khusus Penugasan merupakan BBM jenis Bensin
(Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan.
Wilayah penugasan meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia kecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa
Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali.
c) Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM
Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi
dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang
telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan
Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak
diberikan subsidi. Jenis BBM Umum terdiri atas seluruh jenis BBM di luar
jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan.
5.3 Manfaat Bahan Bakar Minyak
BBM (bahan bakar minyak) berasal dari minyak bumi. Semua jenis
industri yang bergerak dalam bidang produksi maupun jasa membutuhkan minyak
bumi. Manfaat minyak bumi menghasilkan bahan bakar penggerak mesin,
menghasilkan listrik sebagai penggerak industri lapangan dan kantor dan semua
hal yang membutuhkan sumber tenaga. Jadi tanpa minyak bumi maka industri
bisa saja tidak beroperasi. Minyak bumi yang masih mentah memang tidak dapat
digunakan secara langsung dan sangat berbahaya. Proses pengolahan minyak
bumi melalui beberapa macam tingkatan, seperti proses penyulingan hingga
51
didapatkan beberapa komponen minyak bumi yang lebih ringan. Hasil dari
penyulingan ini adalah minyak bumi yang telah menjadi bahan bakar residu
seperti bensin, solar, bensol, dan minyak tanah. Dalam hal ini minyak bumi yang
diolah menjadi penggerak mesin kendaraan yaitu BBM (bahan bakar minyak).
BBM (bahan bakar minyak) sering digunakan sehari-hari sebagai bahan
bakar kendaraan, contoh kendaraan yang banyak menggunakan bahan bakar





Jenis penelitian dalam penelitian mengenai asas proporsionalitas dalam
pembentukan perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar minyak antara PT. X
dengan distributor adalah penelitian yuridis normatif.
Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian terhadap doktrin-doktrin
atau asas-asas dalam ilmu hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan 6
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan; penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian
terhadap taraf sinkronisasi hukum.62 Maka penelitian ini dimaksudkan untuk
mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis mengenai asas
proporsionalitas dalam pembentukan perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar
minyak antara PT. X dengan distributor.
2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dalam penelitian ini,
berhubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif,
maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum terkait adalah:
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu pendekatan
dengan penelitian terhadap berbagai aturan hukum yang menjadi fokus
62 Zainuddin Ali,Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 24.
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b. sekaligus tema sentral suatu penelitian.63 Dalam penelitian ini, pendekatan
perundang-undangan tersebut dilakukan berdasarkan Draft Perjanjian
Kerjasama Pengadaan Bahan Bakar Minyak PT. X, Buku Ketiga Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan, dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
c. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach), yaitu semata-mata
dimaksudkan sebagai bahan pendamping dengan memperhatikan praktek
negara lain dengan sistem hukum yang sama untuk diambil prinsip atau asas
hukum yang bersifat universal.64 Dalam penelitian ini, pendekatan
perbandingan tersebut dilakukan pada prinsip kesepakatan sebagai salah satu
syarat sah perjanjian yang diatur antara KUHPerdata (BW) dengan Nieuw
Burgerlijk Wetboek (NBW) dan UPICC (Unidroit Principles for International
Commercial Contract).
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
3.1 Jenis Bahan Hukum
Bahan hukum sebagai sumber-sumber penelitian terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut adalah
penjelasan mengenai bahan hukum dalam penelitian ini:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas
(bersifat autoritatif).65 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang
63 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media,
2007), hlm 302.
64 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit. Hlm 39.
65 Zainuddin Ali, Op. Cit., hlm 47.
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berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan dijadikan
sebagai sumber utama bahan penulisan penelitian. Bahan hukum primer dalam
penelitian ini adalah:
1. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Bakar Minyak antara PT. X
dengan Distributor Nomor: 142/JT-DI/PKS/BLJ/V-2018.
2. Buku Ketiga BAB I, II, dan V Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. BAB III Tentang Hak dan Kewajiban (Pasal 4, 5, 6, dan 7)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang
merupakan dokumen yang tidak resmi.66 Bahan hukum sekunder merupakan
bahan hukum yang memiliki kaitan yang erat dengan bahan hukum primer dan
dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sehingga dapat
membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan
hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)
2. UPICC (Unidroit Principles for International Commercial Contract)
3. Penjelasan Undang-Undang terkait.
4. Buku-buku literatur yang membahas mengenai hukum perikatan, hukum
perusahaan, dan tentang contract drafting.
5. Hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hukum perikatan.
6. Pendapat dan pandangan ahli hukum mengenai hukum perikatan, hukum
perusahaan, dan tentang contract drafting.
66 Ibid, hlm 54
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7. Wawancara/interview dengan Legal Staff Corporate PT. X (Supervisor
dan Person In Charge Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Bakar
Minyak) sebagai bahan pelengkap.
8. Dokumen-dokumen dari PT. X yang berkaitan dengan penelitian sebagai
bahan pelengkap.
3.2 Sumber Bahan Hukum
a. Sumber Bahan Hukum Primer
Bahan hukum yang menjadi bahan-bahan penelitian yang berupa Bahan
Hukum Primer diperoleh di:
1) Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum,
Universitas Brawijaya.
2) Perpustakaan Pusat, Universitas Brawijaya, Malang.
3) Kantor Pusat PT. X, Tangerang.
b. Sumber Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang menjadi bahan-bahan penelitian yang berupa Bahan
Hukum Sekunder diperoleh di:
1) Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum,
Universitas Brawijaya.
2) Perpustakaan Pusat, Universitas Brawijaya, Malang.
3) Perpustakaan Kota Malang.
4) Media Internet.
5) Kantor Pusat PT. X, Tangerang.
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4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum
Penelusuran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh
melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan,
mempelajari, dan mengutip dari buku-buku literatur, peraturan
perundang-undangan, draft perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar minyak
PT. X, penelitian-penelitian sebelumnya, wawancara dengan Staff Legal PT. X,
artikel-artikel, pendapat para ahli, serta penelusuran dari internet yang berkaitan
dengan permasalahan penelitian terhadap Asas Proporsionalitas dalam
pembentukan perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar minyak antara PT. X
dengan distributor. Pengambilan data terkait permasalahan akan disusun secara
sistematis agar memudahkan proses analitis.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini
menggunakan metode analisis interpretasi, yaitu dengan cara menghimpun semua
peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan
permasalahan. Interpretasi yang digunakan adalah Interpretasi Sistematis, yaitu
melakukan pengelolaan dan menghimpun keterkaitan antara Perjanjian Kerjasama
Pengadaan Bahan Bakar Minyak, Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata tentang Perikatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW), UPICC (Unidroit
Principles for International Commercial Contract), penjelasan undang-undang
terkait, pendapat para ahli, serta dokumen-dokumen yang didapatkan di Kantor
Pusat PT. X sehingga dapat menjelaskan mengenai asas proporsionalitas dalam
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pembentukan perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar minyak antara PT. X
dengan distributor
Hal tersebut sesuai dengan pengertian Interpretasi Sistematis yaitu
pengolahan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi
terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pengolahan dilakukan dengan cara seleksi
data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut
penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut
sistematis, dan dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan
antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan
gambaran umum dari hasil penelitian.67
6. Definisi Konseptual
a. Asas Proporsionalitas dalam penelitian ini adalah asas yang mengatur adanya
pertukaran dan pendistribusian hak dan kewajiban para pihak secara adil atau
sesuai dengan proporsi/bagiannya, yang meliputi seluruh proses kontrak, baik
pada tahapan prokontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan
kontrak.
b. Pembentukan Perjanjian yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi tahap
pra-kontraktual dan kontraktual.
c. Pengadaan Bahan Bakar Minyak adalah proses, cara, perbuatan, mengadakan,
atau menyediakan bahan bakar minyak.
67 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,




1. Asas Proporsionalitas dalam Tahap Pembentukan Perjanjian Kerjasama
Pengadaan Bahan Bakar Minyak antara PT. X dengan Distributor.
1.1 Analisis Tahap Pra-Kontraktual dan Kontraktual Perjanjian Kerjasama
Pengadaan Bahan Bakar Minyak di PT. X.
Menurut Agus Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas dalam hubungan
kontraktual tidak tertulis dalam suatu perundang-undangan secara eksplisit,
namun dalam hal mencapai kesepakatan (Pasal 1320 KUHPerdata) membutuhkan
proses negosiasi dalam rangka terwujudnya pertukaran kepentingan yang
proporsional di antara para kontraktan.68 Proses negosiasi merupakan salah satu
tahap dari suatu proses pra-kontraktual dan kontraktual secara keseluruhan
sebelum adanya kesepakatan para pihak. Dengan demikian, proporsionalitas
pertukaran hak dan kewajiban sangat ditentukan oleh proses negosiasi tersebut.
Sehingga asas proporsionalitas berfungsi untuk mencapai kesepakatan yang benar
dan adil serta syarat subjektif yang terkandung dalam suatu perjanjian akan
terpenuhi. Tidak adanya asas proporsionalitas dalam mencapai kesepakatan dapat
menyebabkan adanya cacat kehendak dalam kesepakatan tersebut sehingga
mengakibatkan pembatalan (dapat dibatalkan) yang akan dilakukan oleh salah
satu atau para pihak dalam perjanjian. Namun tidak ada peraturan/regulasi yang
secara khusus mengatur proses pra-kontraktual, kontraktual, dan pasca-
68 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., Hlm 155.
59
kontraktual untuk Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Bakar Minyak
antara PT. X dengan distributor.
Oleh karena itu, peneliti menganalisis tahapan pembentukan perjanjian
kerjasama pengadaan bahan bakar minyak antara PT. X dengan distributor
menggunakan tahapan pra-kontraktual, kontraktual sampai dengan
pasca-kontraktual suatu perjanjian atau kontrak dalam Ilmu Hukum Perancangan
Kontrak/Contract Drafting, yaitu sebagai berikut:69
a. Tahap Pra-Kontraktual
Tahap pra-kontraktual merupakan tahap sebelum kontrak dirancang dan
disusun. Sebelum kontrak disusun, terdapat empat hal yang harus diperhatikan
oleh para pihak, yang meliputi:
i. Identifikasi Para Pihak
Tahap identifikasi para pihak merupakan tahap untuk menentukan dan
menetapkan identitas para pihak yang akan mengadakan kontrak itu. Identitas para
pihak harus jelas dan para pihak harus memiliki kewenangan hukum untuk
membuat kontrak sebagaimana di tentukan pada Pasal 1330 KUHPerdata. Selain
itu, hal ini penting untuk mengetahui para pihak yang benar-benar mempunyai full
power sebagai representatif dari suatu perusahaan yang bonafit atau tidak.70
ii. Penelitian Awal Aspek Terkait
Perancangan kontrak harus menjelaskan hal-hal yang tertuang dalam kontrak
yang bersangkutan, konsekuensi yuridis, serta alternatif lain yang mungkin dapat
dilakukan, dalam penelitian ini pula diteliti dalam beberapa aspek yang berkaitan
69 Salim HS (et.al.), Perancangan Kontrak danMemorandum of Understanding (MoU),
(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm 86.
70 Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006),
Hlm27.
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dengan dampak sosial dan aspek ekonomi. Hal ini perlu dilakukan agar
pelaksanaan kontrak tersebut tidak banyak mendapat hambatan. Pada akhirnya
perancang kontrak akan menyimpulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak
terkait dengan isi kontrak, seperti unsur pembayaran, ganti rugi, dan perpajakan.
iii. Pembuatan Memorandum of Understanding (MoU)
Pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) merupakan nota
kesepahaman yang dibuat oleh para pihak sebelum kontrak itu dibuat sebelum
kontrak itu dibuat secara terperinci. Memorandum of Understanding (MoU) ini
memuat berbagai kesepakatan para pihak dalam berbagai bidang, seperti di bidang
investasi, pasar modal, pengembangan pendidikan, kesepakatan dalam bidang
ekonomi, dan lain-lain. Bentuk MoU ini dalam praktik dapat berbentuk nota
kesepahaman, nota kesepakatan, perjanjian pendahuluan, dan lain sebagainya.71
iv. Perundingan (Negosiasi)
Negosiasi mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam
perancangan kontrak, karena tahap ini merupakan tahap untuk menentukan objek
dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Negosiasi ini memiliki 2 corak,
yaitu negosiasi dengan perunding lunak (soft bergainer) dan negosiasi dengan
perunding keras (hard bergainer). Negosiasi dengan perunding lunak banyak
dilakukan di lingkungan keluarga, antara sahabat dan sebagainya, yang bertujuan
untuk membina hubungan baik. Kelebihan corak ini adalah cepat menghasilkan
kesepakatan, namun mengandung risiko berupa pola menang-kalah (win-lose).
Adapun negosiasi dengan perunding keras sering menemui kebuntuan lantaran
adanya tekanan dan ancaman, terutama pada situasi di mana perunding keras
71 Ibid.
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saling bertemu. Sehingga yang paling efektif dalam bernegosiasi adalah dengan
memadukan kedua corak, yaitu menganut asas win-win solution.72
b. Tahap Kontraktual
Tahap kedua dalam membuat kontrak adalah tahap kontraktual, yang
memerlukan ketelitian para pihak maupun notaris. Tahap kontraktual ini terbagi
dalam beberapa bagian, antara lain:
i. Perumusan dan Pembuatan Draft Kontrak
Naskah atau draftt kontrak merupakan konsep kontrak yang dirancang oleh
para pihak. Dengan tahap ini para pihak akan merumuskan dan membuat kontrak
yang mana selanjutnya akan diserahkan pada pihak lain dan dikaji lebih
mendalam. Naskah kontrak ini meliputi judul kontrak, pembukaan kontrak,
pihak-pihak dalam kontrak, resital, substansi kontrak, dan penutup. Adapun di
Amerika, kontrak ini berisi hal-hal sebagai berikut, yaitu: recital (penjelasan
resmi/latar belakang terjadinya suatu kontrak), consideration (berisi tentang
prestasi), warranties and reseprentation (garansi/jaminan dan perwakilan), risk
allocatian (pembagian resiko), conditions and terms (syaratnya), dates and
termination (mulai dan pengakhiran kontrak), boilerplate dan signature (tanda
tangan para pihak).73
ii. Perundingan atau Negosiasi Lanjutan
Setelah para pihak selesai membuat draft kontrak, maka naskah kontrak ini
akan ditukar. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada para pihak
untuk mempelajari isi kontrak yang telah disusun. Apabila salah satu pihak tidak
menyetujui perihal salah satu kontrak, pihak tersebut dapat mengusulkannya
72 Salim HS (et.al.), Op.Cit., Hlm 88.
73 Ibid, Hlm 91.
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untuk dirundingkan bersama. Selanjutnya para pihak akan merundingkan atau
menegosiasikan lanjutan dalam isi kontrak.
iii. Perlu Diadakan Revisi
Apabila pada hasil perundingan tersebut telah tercapai kesepakatan, usulan
tadi dapat dimasukan dalam draft kontrak yang selanjutnya dapat dilakukan revisi
terhadap rancangan draft kontrak. Revisi adalah suatu upaya melakukan
perubahan-perubahan terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.
iv. Penyelesaian Akhir
Tahap penyelesaian akhir merupakan pembahasan naskah hasil kontrak, yaitu
upaya untuk menyelesaikan naskah kontrak yang dibuat oleh para pihak, dan telah
menyetujui naskah kontrak yang telah dirancang, baik oleh salah satu pihak
maupun secara bersama oleh para pihak.
v. Penandatanganan Naskah Hasil Kontrak
Bagian akhir dari tahap-tahap perancangan kontrak ini adalah tahap
penandatangannan kontrak, yang merupakan wujud persetujuan atau kesepakatan
atas segala substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak
c. Tahap Pasca-Kontraktual
Setelah melalui tahap pra-kontraktual dan kontraktual, kontrak atau perjanjian
yang telah ditandatangani oleh para pihak memasuki tahap pasca-kontraktual,
antara lain:
i. Pelaksanaan
Setelah suatu kontrak selesai disusun dan ditandatangani oleh para pihak,
barulah kontrak tersebut dapat dilaksanakan. Pelaksanan kontrak ini harus sesuai
dengan substansi-substansi yang telah disepakati dalam isi kontrak, karena
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sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa setiap
perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.
ii. Penafsiran
Pada dasarnya, suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak
haruslah dapat dimengerti dan dipahami isinya. Namun apabila dalam kontrak
yang telah disepakati maupun dalam pengimplementasian kontrak terdapat
kata-kata atau kalimat yang membingungkan bagi para pihak sehingga
menimbulkan hambatan untuk mewujudkan maksud dan tujuan dari para pihak,
maka penafsiran kontrak harus dilakukan. Penafsiran dalam kontrak diatur dalam
Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUHPerdata. Dalam Pasal 1342
KUHPerdata disebutkan bahwa apabila suatu kontrak memiliki kata-kata yang
jelas, maka tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan
penafsiran. Namun apabila kata-katanya tidak jelas dapat dilakukan penafsiran
terhadap isi kontrak dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain:74
− Apabila kata-kata dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran,
maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (Pasal
1343 KUHPerdata).
− Apabila suatu janji memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki
pengertian untuk memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan (Pasal
1344 KUHPerdata).
− Apabila kata-kata dalam perjanjian mengandung dua macam pengertian,
maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian
(Pasal 1345 KUHPerdata).
74 Ibid, Hlm 92.
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− Apabila terjadi keragu-raguan, maka harus ditafsirkan menurut kebiasaan
dalam negeri atau di tempat perjanjian dibuat (Pasal 1346 KUHPerdata).
− Apabila terdapat keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian
orang yang meminta diperjanjikan suatu hal, dan untuk keuntungan orang
yang mengikatkan dirinya untuk itu (Pasal 1349 KUH Perdata).
iii. Penyelesaian Sengketa
Dalam pelaksanan kontrak tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa.
Dalam hal seperti ini para pihak bebas menentukan cara yang akan ditempuh jika
timbul perselisihan atau sengketa di kemudian hari. Penyelesaian sengketan ini
biasanya diatur secara tegas dalam kontrak. Setiap cara yang dipilih mempunyai
kelebihan dan kekurangan masing-masing yang harus dipertimbangkan sebelum
memilih cara yang dianggap cocok untuk diterapkan. Secara garis besarnya,
penyelesaian sengketa ini dibagi menjadi dua, yaitu melalui pengadilan (litigasi)
dan di luar pengadilan (non-litigasi), seperti mediasi, arbitrase dan negosiasi.
Keterkaitan serta kesinambungan antara tahap pra-kontraktual, kontraktual,
dan pasca-kontraktual akan membentuk asas proporsionalitas dalam suatu
perjanjian atau kontrak, karena asas proporsionalitas dalam hukum kontrak bukan
hanya mengenai keberadaan tahap negosiasi, namun asas proporsionalitas berarti
membahas keseimbangan pertukaran hak dan kewajiban secara proporsional bagi
para pihak yang terlibat dalam kontrak meliputi seluruh tahapan kontrak, baik
pada tahapan prakontraktual, pembentukan kontrak, maupun pelaksanaan
kontrak.75
75 Purwosusilo, Op.Cit., Hlm 362.
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Berdasarkan keterangan yang diperoleh peneliti dari Person In Charge
(selanjutnya disebut dengan PIC) Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Bakar
Minyak di PT. X, berikut merupakan tahapan pra-kontraktual dan kontraktual
perjanjian kerjasama pengadaan BBM antara PT. X dengan distributor:
1) Distributor melakukan penawaran kerjasama dengan PT. X melalui kantor
distrik dengan penanggungjawab yang disebut Area Manager.
2) Area Manager melakukan pengajuan penerbitan perjanjian pengadaan BBM
kepada PIC Perjanjian Kerjasama Pengadaan BBM di PT. X melalui email.
3) PIC Perjanjian Kerjasama Pengadaan BBM di PT. X melakukan crosscheck
terkait data perusahaan distributor yang melakukan penawaran kerjasama
(terkait identitas perusahaan distributor) dan memasukan data tersebut
disesuaikan dengan draft perjanjian kerjasama pengadaan BBM yang telah
dibentuk sejak tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)
dan masih digunakan hingga saat ini. Apabila ada negosiasi terkait substansi
perjanjian, dapat dilakukan pada tahap ini hanya melalui email antara PT. X
dengan distributor.
4) PIC Perjanjian Kerjasama Pengadaan BBM di PT. X menerbitkan perjanjian
dalam 2 (dua) rangkap dan mengirimkan perjanjian tersebut ke distrik untuk
ditandatangan terlebih dahulu oleh distributor melalui Area Manager. Setelah
ditandatangan oleh distributor, Area Manager mengirimkan kembali kepada
PIC Perjanjian Kerjasama Pengadaan BBM di PT. X untuk ditandatangan
oleh direksi PT. X.
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5) 1 (satu) rangkap perjanjian disimpan oleh divisi legal PT. X dan 1 (satu)
rangkap lainnya dikirimkan ke Area Manager untuk disimpan oleh
distributor.
Tahapan-tahapan tersebut diatas dilaksanakan bukan berdasarkan pada
regulasi atau peraturan khusus/tertentu, namun prosedur diatas merupakan
prosedur tidak tertulis yang biasa dilakukan (kebiasaan) oleh PIC Perjanjian
Kerjasama Pengadaan BBM PT. X dengan distributor, dan memang tidak ada
peraturan yang mengatur secara khusus mengenai tahapan pra-kontraktual,
kontraktual, dan pasca-kontraktual pengadaan barang/jasa di PT. X.
Berdasarkan prosedur tahapan pembentukan perjanjian kerjasama pengadaan
BBM antara PT. X dengan distributor diatas, maka perbandingan tahapan
pra-kontraktual dan kontraktual pada perjanjian tersebut dengan tahapan
pra-kontraktual dan kontraktual pada Perancangan Kontrak/Contract Drafting
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1
Perbandingan Tahap Pra-Kontraktual, Kontraktual, dan Pasca-Kontraktual pada Perancangan
Kontrak dengan Pengadaan Bahan Bakar Minyak antara PT. X dengan distributor.
Sumber: Bahan Hukum Sekunder (Ilmu Perancangan Kontrak dan Keterangan dari Person In
Charge Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Bakar Minyak sebagai bahan pelengkap).
Tahapan Perancangan Kontrak/ContractDrafting
Pengadaan BBM di PT. X
Pra-
Kontraktual
a. Identifikasi Para Pihak





b) Identifikasi Para Pihak.
Kontraktual






a) Perundingan atau Negosiasi













Berdasarkan perbandingan tahap pra-kontraktual, kontraktual dan pasca-
kontraktual pada perjanjian kerjasama pengadaan BBM antara PT. X dengan
distributor dengan tahapan pra-kontraktual dan kontraktual Ilmu Hukum
Perancangan Kontrak/Contract Drafting diatas76, maka ada beberapa tahapan
yang tidak dilakukan oleh PT. X dan distributor, antara lain tahap pembuatan draft
kontrak oleh masing-masing pihak; penelitian awal aspek terkait dalam
menentukan hak dan kewajiban para pihak; tahap pembuatan MoU sebagai
kerangka dasar perjanjian; pembuatan draft perjanjian; revisi draft perjanjian; dan
tahap negosiasi lanjutan dalam penyusunan substansi dalam perjanjian.
Tahapan-tahapan yang tidak dilakukan PT. X dan distributor tersebut tidak
dilakukan karena telah adanya draft perjanjian kerjasama pengadaan BBM yang
sudah digunakan sejak tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan) dan masih digunakan hingga saat ini dengan bersubstansi
klausul-klausul yang juga sama. Perjanjian ini tidak bersifat baku:
“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan
diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan
dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi
oleh konsumen.”77
karena para pihak memiliki kedudukan yang sama dalam menentukan hak dan
kewajiban para pihak yang terdapat dalam perjanjian terkait, hal ini dibuktikan
dengan adanya tahap negosiasi yang dapat dilakukan para pihak.
Dalam permasalahan ini, maka terdapat beberapa tahap yang penting
diperhatikan untuk pembuatan perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar
minyak di PT. X namun tidak terdapat dalam prosedur yang biasa dilakukan para
pihak yaitu:
76 Salim HS (et.al.), Op.Cit., Hlm 86.
77 Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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1) Tahap Penelitian Awal Aspek Terkait;
Tahap ini meneliti kembali perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar
minyak tersebut dan meniliti beberapa aspek yang berkaitan dengan kondisi sosial
dan aspek ekonomi untuk menyimpulkan hak dan kewajiban masing-masing
pihak terkait dengan isi kontrak, seperti unsur pembayaran, ganti rugi, dan
perpajakan,78 dimana dari tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan) hingga saat ini atau 2019 (dua ribu sembilan belas) tentu terdapat
kondisi sosial dan aspek ekonomi yang berbeda-beda sehingga isi kontrak harus
dibentuk kembali atau dirundingkan kembali dan disesuaikan dengan kondisi
sosial dan aspek ekonomi saat ini, meneliti apakah subtansi perjanjian kerjasama
pengadaan bakar minyak tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan) masih sesuai dengan kondisi sosial dan aspek ekonomi saat ini.
2) Tahap Pembuatan MoU dan Pembuatan Draft Kontrak;
Tahap pembentukan kembali perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar
minyak tersebut atau merundingkan kembali sesuai dengan penelitian kondisi
sosial dan aspek ekonomi yang telah dilaksanakan di tahap penelitian awal aspek
terkait.
3) Tahap Revisi.
Tahap upaya melakukan perubahan-perubahan terhadap substansi perjanjian
kerjasama pengadaan bahan bakar minyak yang dibuat oleh para pihak sehingga
mencapai kesepakatan secara fair.
78 Salim HS (et.al.), Op.Cit., Hlm 86.
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Jika berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi
mereka yang membuatnya.”
Maka perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar minyak adalah suatu
undang- undang bagi para pihaknya dengan tujuan hukum yang sama dengan
undang-undang lainnya, yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan
memberikan manfaat, dan oleh karena itulah hukum harus dinamis dan sesuai
dengan perkembangan pada masa ini agar tercapailah tujuan hukum yang
dimaksud.79 Seperti halnya Undang-Undang Dasar 1945 yang telah empat kali
diamandemen. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian hukum
terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini.
1.2 Analisis Asas Proporsionalitas dalam Tahap Pra-Kontraktual dan
Kontraktual Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Bakar Minyak di
PT. X
Negosiasi memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam
merancang dan menyusun kontrak, karena tahap negosiasi merupakan tahap untuk
menentukan objek dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diartikan dengan negosiasi adalah proses
tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima, guna
mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan
pihak (kelompok atau organisasi) lain.
Dalam hukum kontrak, negosiasi diartikan sebagai suatu proses untuk
mendapatkan kedudukan yang kuku terhadap pihak lawannya dengan memakai
79 Ahmad Zaenal Fanani, Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam,
(Surabaya: Liberty, 2006), dikutip dari Buku Gustav Radbruch.
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tipu muslihat sedemikian rupa sehingga mendorong pihak lain ke dalam suatu
posisi, dalam arti pihak lawan kemudian menyerahkan hal-hal yang penting
kepadanya.80
Dalam hal mencapai kesepakatan (Pasal 1320 KUHPerdata) dalam hukum
kontrak, membutuhkan proses negosiasi dalam rangka terwujudnya pertukaran
kepentingan yang proporsional di antara para kontraktan.81 Maka dapat
disimpulkan bahwa proses negosiasi merupakan salah satu faktor penting dalam
mewujudkan asas proporsionalitas, karena asas proporsionalitas membuka
peluang negosiasi bagi para pihak untuk melakukan hak dan kewajiban secara fair
dan menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan proporsi hak
dan kewajiban para pihak berlangsung secara fair.82
Berkaitan dengan proses negosiasi untuk mewujudkan Asas Proporsionalitas
dalam suatu kontrak, pada dasarnya, berdasarkan karakteristik kontrak komersial
yang dirumuskan oleh UPICC (Unidroit Principles for International Commercial
Contract)83, perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar minyak antara PT. X
dengan distributor termasuk dalam jenis kontrak komersial yaitu para pihak
sebagai kontraktan memiliki posisi tawar menawar yang seimbang dalam
hubungan kontraktual, para pihak dapat melakukan negosiasi dalam menentukan
ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, termasuk terkait hak dan kewajiban.
Sesuai latar belakang yang telah diuraikan peneliti, terdapat ketidaklancaran
pada proses negosiasi dalam pembentukan perjanjian kerjasama pengadaan bahan
80 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi
Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia,
1993), Hlm 131.
81 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., Hlm 155.
82 Ibid, Hlm 101.
83 Ibid, Hlm 35.
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bakar minyak ini. Berdasarkan tahap pra-kontraktual perjanjian pengadaan bahan
bakar minyak ini dengan konfirmasi yang peneliti peroleh dari Supervisor Legal
Corporate dari PT. X, negosiasi merupakan hal yang jarang dilakukan. Namun
saat PT. X melakukan negosiasi dengan beberapa distributor untuk
mencantumkan hal-hal yang perlu ditambahkan dalam perjanjian, pihak-pihak
distributor tidak menyetujui hal-hal tersebut. Kemudian PT. X berusaha
melakukan negosiasi kembali dan distributor-distributor tetap tidak menyetujui
tujuan dari negosiasi tersebut, dan pada akhirnya PT. X harus tetap menyepakati
perjanjian tersebut tanpa adanya penambahan klausul yang diinginkan
dikarenakan beberapa keadaan yang mendesak, salah satunya yaitu urgensi
pengisian BBM pada semua kendaraan milik PT. X yang harus segera
dilaksanakan di setiap distrik di Indonesia, kurangnya keefektifan waktu, dan
tidak adanya ketersediaan tempat dalam melakukan negosiasi dengan distributor.
Hal-hal yang ingin ditambahkan oleh PT. X adalah beberapa hal terkait hak
dan kewajiban para pihak. Hal-hal tersebut dianggap wajib ditambahkan karena
substansi perjanjian menjadi tidak seimbang bagi pihak PT. X dan klausul-klausul
yang ingin ditambahkan tersebut dapat menjamin pelaksanaan perjanjian
pengadaan bahan bakar minyak antara PT. X dengan distributor terhadap
potensi-potensi resiko yang timbul saat pelaksanaan perjanjian tersebut.
Berdasarkan hal diatas, negosiasi memiliki arti sebagai proses pertemuan
antara penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance). Kontrak yang lahir dari
kesepakatan (Pasal 1320 KUHPerdata) karena bertemunya penawaran (offer) dan
penerimaan (acceptance) adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan84
84 Ibid, Hlm 170
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yang dilaksanakan pada tahap negosiasi. Kesepakatan mengandung pengertian
bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup
suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu “cocok” atau bersesuaian dengan
pernyataan pihak lain.
Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa kesepakatan dibentuk
oleh adanya unsur cacat kehendak (wilsgebreke). Kontrak yang proses
pembentukannya dipengaruhi oleh adanya unsur cacat kehendak tersebut
mempunyai akibat hukum dapat dibatalkan (vernietigbaar). Beberapa jenis cacat
kehendak adalah sebagai berikut:
a. Kesesatan atau dwaling (Pasal 1322 KUHPerdata)
“Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selainnya apabila
kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok
perjanjian.”
Maka terdapat kesesatan apabila terkait dengan “hakikat benda atau orang”
dan pihak lawan harus mengetahui bahwa sifat atau keadaan yang menimbulkan
kesesatan bagi pihak lain sangat menentukan. Dengan demikian, mengenai
kesesatan terhadap hakikat benda yang dikaitkan dengan keadaan yang akan
datang, karena kesalahan sendiri, atau karena perjanjian atau menurut pendapat
umum menjadi resiko sendiri, tidak dapat dijadikan pembatalan kontrak.85
85 J.H. Niewenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Terjemahan Djasadin Saragih), Surabaya,
1985, Hlm 12-16.
73
b. Paksaan atau dwang (Pasal 1323-1327 KUHPerdata)
Paksaan timbul apabila seseorang tergerak untuk menutup kontrak
(memberikan kesepakatan) di bawah ancaman yang bersifat melanggar hukum.
Ancaman bersifat melawan hukum meliputi 2 (dua) hal, antara lain:86
− Ancaman itu sendiri sudah merupakan perbuatan melanggar hukum
(pembunuhan, penganiayaan).
− Ancaman itu bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, tetapi ancaman
itu dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang tdak dapat menjadi hak
pelakunya.
c. Penipuan atau bedrog (Pasal 1328 KUHPerdata)
“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu
muslihat yang dipakai oeh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga
terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika
tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.”
Maka penipuan merupakan bentuk kesesatan yang dikualifisir, artinya ada
penipuan bila gambaran yang keliru tentang sifat-sifat dan keadaan-keadaan
(kesesatan) yang ditimbulkan oleh tingkah laku yang sengaja menyesatkan dari
pihak lawan. Untuk berhasilnya dalil penipuan disyaratkan bahwa gambaran yang
keliru itu ditimbulkam oleh rangkaian tipu daya (kunstgrepen).87
d. Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden).
Penyalahgunaan keadaan ini terdapat pada Pasal 3:44 (1) Buku III NBW yang
menyatakan bahwa perbuatan hukum dapat dibatalkan apabila terjadi adanya (i)
ancaman (bedreiging); (ii) penipuan (bedrog), dan (iii) penyalahgunaan keadaan
(Misbruik van Omstandigheden). Penyalahgunaan keadaan yang merugikan salah
86 Ibid, Hlm 19.
87 Ibid, Hlm 17.
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satu pihak pada prinsipnya merupakan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak
lain. Penyalahgunaan dibedakan dalam dua hal, antara lain:88
1) Penyalahgunaan Keunggulan Ekonomi, apabila satu pihak mempunyai
keunggulan ekonomis terhadap pihak lain, sehingga pihak lain tersebut
terpaksa mengadakan kontrak.
2) Penyalahgunaan Keunggulan Kejiwaan, apabila salah satu pihak
menyalahgunakan ketergantungan relatif, atau keadaan jiwa yang istimewa
dari pihak lawan (misalnya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, atau kurang
pengetahuan).
Selain itu, penyalahgunaan keadaan terdapat juga dalam Pasal 3.10 UPICC
dan RUU kontrak (ELIPS) yang dikelompokkan dalam Perbedaan yang Mencolok
(Gross Disparity) yang menyatakan bahwa:
“(1) Salah satu pihak dapat membatalkan kontrak atau suatu persyaratan
kontrak tersebut apabila pada saat kontrak tersebut diadakan,
kontrak atau persyaratan tersebut secara tidak dapat dibenarkan
telah menyebabkan pihak lainnya memperoleh suatu keuntungan
yang berkelebihan. Pertimbangan harus diberikan, antara lain kepada
faktor-faktor, yaitu:
(c) Kenyataan bahwa pihak lainnya tersebut telah secara tidak jujur
mengambil keuntungan dari ketergantungan pihak pertama, tekanan
ekonomi, atau kebutuhan mendesak atau dari ketidaktahuannya,
kelalaiannya, ketidakpengalamannya, atau tidak adanya
keterampilan tawar-menawar; dan
(d) Sifat dan tujuan kontrak tersebut.
(3) …, maka pengadilan dapat menyesuaikan kontrak atau persyaratannya
untuk membuatnya sesuai dengan standar perdagangan yang wajar dari
transaksi yang jujur.”
Berdasarkan rumusan pasal tersebut, terdapat perbedaan mencolok (Gross
Disparity) apabila pada saat kontrak tersebut diadakan, kontrak atau
persyaratannya secara tidak dapat dibenarkan telah menyebabkan pihak lainnya
88 J.M van Dunne dan Gr. Van der Burght, Penyalahgunaan Keadaan, Kursus Hukum Perikatan
- Bagian III, (Terjemahan Sudikno Mertokusumo), Yogyakarta, Januari 1987, Hlm 2.
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memperoleh suatu keuntungan yang berkelebihan (unjustifiable advantage).
Dengan kata lain, salah satu pihak telah secara tidak jujur mengambil keuntungan,
karena:
1) Ketergantungan terhadap pihak lain;
2) Tekanan ekonomi;
3) Kebutuhan mendesak;
4) Ketidaktahuannya, kelalaiannya, ketidakpengalamannya;
5) Tidak adanya keterampilan tawar menawar; dan
6) Sifat dan tujuan kontrak tersebut.
Penyalahgunaan keadaan dalam NBW dikelompokkan dalam Misbruik van
Omstandigheden, UPICC dan RUU Kontrak (ELIPS) mengelompokkannya ke
dalam Perbedaan yang Mencolok (Gross Disparity), dengan substansi yang
hampir sama adanya ‘perbedaan kedudukan, posisi, kesempatan yang
mempengaruhi penentuan kehendak para pihak (kesepakatan)’.89
Di Indonesia, meskipun penyalahgunaan keadaan belum masuk dalam sumber
hukum positif, namun praktik yurispudensi (secara implisit) telah menerimanya
sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1904 K/Sip?1982 (Luhur
Sundoro/Ny. Oei Kwie Lian c.s) dan No. 3431 K/Sip/1985 (Sri Setyaningsih/Ny.
Boesono c.s). Putusan tersebut pada prinsipnya menyatakan bahwa pernyataan
kehendak yang diberikan sehingga melahirkan kontrak, apabila dipengaruhi
‘penyalahgunaan keadaan’ oleh pihak lain merupakan unsur cacat kehendak
dalam pembentukan kontrak.90
89 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., Hlm 181.
90 Ibid, Hlm 178.
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Maka berdasarkan macam-macam cacat kehendak yang telah diuraikan diatas,
dalam kesepakatan yang timbul dari negosiasi dalam pembuatan perjanjian
kerjasama pengadaan bahan bakar minyak antara PT. X dengan distributor
terdapat adanya cacat kehendak yaitu penyalahgunaan keadaan. Hal ini
dikarenakan berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari Person In
Charge/PIC Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Bakar Minyak di PT. X,
dalam tahap pra-kontraktual, kontraktual, dan pasca-kontraktual perjanjian
kerjasama pengadaan bahan bakar minyak di PT. X yaitu:
i. Tahapan Pra-Kontraktual
− Pengajuan Penawaran Kerjasama oleh Distributor;
− Identifikasi Para Pihak;
ii. Tahapan Kontraktual
− Perundingan atau Negosiasi (bersifat optional dan melalui email);




diketahui bahwa pada tahapan kontraktual tersebut diatas, hasil dari pertemuan
penerimaan dan penawaran yang dilakukan pada saat negosiasi sebenarnya tidak
menemukan kata sepakat antara para pihak, namun proses tetap dilanjutkan ke
tahap penandatanganan perjanjian oleh para pihak, karena adanya beberapa
keadaan yang dialami oleh PT. X, antara lain:
1) Urgensi kebutuhan pengisian BBM pada semua kendaraan milik PT. X yang
harus segera dilaksanakan di setiap distrik di Indonesia.
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2) Tahap negosiasi yang bersifat optional, sehingga kurangnya keefektifan
waktu dan tidak adanya ketersediaan tempat dalam melakukan negosiasi
dengan distributor.
Keadaan pertama yang dialami PT. X menunjukkan adanya penyalahgunaan
keunggulan ekonomi yang merupakan salah satu unsur dari penyalahgunaan
keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Pasal 3:44 (1) Buku III NBW.
Keunggulan ekonomi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keunggulan
distributor dalam penyediaan bahan bakar minyak yang dibutuhkan oleh PT. X.
Selain itu, keadaan pertama tersebut juga menunjukan adanya kebutuhan
mendesak yang merupakan salah satu unsur penyalahgunaan keadaan yang
terdapat dalam Pasal 3.10 ayat 1 huruf (a) UPICC dan RUU kontrak (ELIPS) yang
dikelompokkan dalam Perbedaan yang Mencolok (Gross Disparity):
“(a) Kenyataan bahwa pihak lainnya tersebut telah secara tidak jujur
mengambil keuntungan dari ketergantungan pihak pertama, tekanan
ekonomi, atau kebutuhan mendesak atau dari ketidaktahuannya,
kelalaiannya, ketidakpengalamannya, atau tidak adanya keterampilan
tawar-menawar;”
Penyalahgunaan keunggulan ekonomi dan kebutuhan mendesak yang dialami
PT. X tersebut yang merupakan bentuk dari unsur cacat kehendak saat mencapai
kesepakatan dan menjadikan PT. X dalam keadaan terpaksa melaksanakan
tahap-tahap selanjutnya yaitu penandatanganan perjanjian oleh para pihak sampai
dengan tahap pasca-kontraktual.
Kesepakatan adalah syarat subjektif, jika tidak terpenuhi maka dapat
dibatalkan oleh para pihak, berdasarkan Pasal 1336 dan 1337 KUHPerdata,
pembatalan perjanjian tanpa adanya wanprestasi harus mengajukan gugatan ke
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pengadilan diikuti dengan pembuktian-pembuktian adanya penyalahgunaan
keadaan yang dirasakan oleh PT. X.91
Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, perjanjian kerjasama pengadaan
bahan bakar minyak antara PT. X dengan distributor memiliki status yang sah.
Namun berdasarkan teori keadilan yang menjadi pisau analisis penelitian ini, jika
kesepakatan berlangsung secara terus-menerus dengan adanya penyalahgunaan
keadaan, negosiasi yang dilakukan dalam mencapai kata sepakat tidak akan
menjamin para pihak untuk melakukan hak dan kewajiban secara adil dan tidak
menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan proporsi hak dan
kewajiban para pihak berlangsung secara adil, dan asas proporsionalitas membuka
peluang negosiasi bagi para pihak untuk melakukan hak dan kewajiban secara fair
dan menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan proporsi hak
dan kewajiban para pihak berlangsung secara fair.92
Kemudian keadaan yang kedua, yaitu adanya negosiasi yang bersifat optional
dan tidak disediakannya waktu dan tempat khusus dalam melakukan negosiasi
dengan distributor menunjukkan bahwa tidak terjaminnya pelaksanaan
penyeimbangan pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara proporsional
yang seharusnya dapat dilaksanakan dalam tahap negosiasi ini. Tahap negosiasi
yang bersifat optional atau tidak bersifat wajib dan hanya dapat dilakukan melalui
email menyebabkan tahap ini tidak diperhatikan dan menjadi tidak sering
dilaksanakan oleh para pihak. Sedangkan asas proporsionalitas membahas
keseimbangan pertukaran hak dan kewajiban secara proporsional bagi para pihak
yang terlibat dalam kontrak meliputi seluruh tahapan kontrak, baik pada tahapan
91 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, 1978, (Bandung: Alumni, 1978),
Hlm 231.
92 Ibid, Hlm 101.
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prakontraktual, pembentukan kontrak, maupun pelaksanaan kontrak93, dan
berdasarkan Pasal 1320 j.o Pasal 1338 KUHPerdata, dalam pembuatan kontrak
membutuhkan proses negosiasi dengan itikad baik dalam rangka mencapai sebuah
kesepakatan terwujudnya guna pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional
di antara para kontraktan.94
Tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam pencapaian kesepakatan karena
adanya penyalahgunaan keadaan, berdasarkan asas konsesualisme pasal 1338 ayat
(2) KUHPerdata, perjanjian tidak dapat langsung dibatalkan sepihak oleh salah
satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Dalam melakukan pembatalan
perjanjian karena adanya wanprestasi, harus mengajukan gugatan ke pengadilan
karena hal itu merupakan tuntutan terhadap prestasi (pasal 1266 KUHPerdata).
Namun apabila pembatalan perjanjian tanpa adanya wanprestasi maka tetap harus
dengan persetujuan para pihak untuk melakukan pembatalan, dan apabila salah
satu pihak tidak setuju untuk melakukan pembatalan perjanjian, pihak yang ingin
melakukan pembatalan perjanjian dapat mengajukan gugatan ke pengadilan
dengan memberikan pembuktian-pembuktian tidak terpenuhinya asas
proporsionalitas sehingga menyebabkan kerugian salah satu pihak dan harus
dibatalkannya perjanjian.
Kemudian tahapan-tahapan pra-kontraktual dan kontraktual atau tahapan
pembentukan perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar minyak antara PT. X
atau distributor adalah tahapan-tahapan yang tidak didasari oleh peraturan tertulis
yang secara khusus mengatur mengenai tahapan pra-kontraktual, kontraktual, dan
93 Purwosusilo, Op.Cit., Hlm 362.
94 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., Hlm 155.
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pasca-kontraktual pengadaan barang/jasa di PT. X. Hal tersebut menunjukkan
adanya kekosongan norma mengenai pengaturan pengadaan barang/jasa di PT. X.
Contoh peraturan yang mengatur tahapan pra-kontraktual sampai dengan
pasca-kontraktual suatu jenis perjanjian, seperti Keppres Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; dan Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna
Usaha (Leasing). Peraturan-peraturan tersebut merupakan penormaan asas
proporsionalitas, yaitu guna memenuhi keseimbangan pertukaran hak dan
kewajiban secara proporsional bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak
meliputi seluruh tahapan kontrak, baik pada tahapan prakontraktual, pembentukan
kontrak, maupun pelaksanaan kontrak.95
Tahapan-tahapan pembentukan perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar
minyak di PT. X adalah serangkaian prosedur tidak tertulis yang biasa dilakukan
oleh para pihak, bahkan tahapan-tahapan tersebut tidak sesuai dengan Ilmu
Hukum Perancangan Kontrak/Contract Drafting sehingga terdapat beberapa tahap
yang penting diperhatikan dalam pembuatan kontrak tetapi tidak dilaksanakan
oleh para pihak, seperti negosiasi dalam hal mencapai kesepakatan yang fair,
pembuatan MoU terlebih dahulu, pembuatan draft kontrak; penelitian awal aspek
terkait, dan tahap revisi draft kontrak.
Maka tahap pembentukan perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar
minyak antara PT. X dengan distributor baik tahap pra-kontraktual maupun tahap
kontraktual tidak sesuai dengan Asas Proporsionalitas. Hal ini dikarenakan
95 Purwosusilo, Loc.Cit.
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adanya penyalahgunaan keadaan sebagai bentuk cacat kehendak dalam
kesepakatan yang menyebabkan tahap negosiasi dalam tahap pra-kontraktual tidak
terlaksana dengan secara proporsional, dan tidak adanya peraturan/regulasi yang
mengatur secara khusus tahap pra-kontraktual, kontraktual, dan pasca-kontraktual
pengadaan barang/jasa di PT. X sehingga menyebabkan tahap pra-kontraktual dan
kontraktual perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar minyak tidak tersusun
dan tidak terlaksana dengan baik.96
Contohnya seperti PT. Pertamina memiliki regulasi terkait pelaksanaan
pengadaan barang/jasa yang dilakukan di PT. Pertamina, serta Keputusan
Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dimana pemerintah telah menerapkan e-procurement yang merupakan
proses pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara
elektronik.97
2. Asas Proporsionalitas Pada Klausul-Klausul Dalam Perjanjian
Kerjasama Pengadaan Bahan Bakar Minyak Antara PT. X Dengan
Distributor.
2.1 Analisis Klausul-Klausul Dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan
Bakar Minyak Antara PT. X Dengan Distributor.
Perjanjian dalam Bahasa Belanda disebut dengan overeenkomst. Pengertian
perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu:
“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”
96 Ibid.
97 Muhammad Mujtaba Habibi, 2018, Efektivitas Pelaksanaan E-Procurement dalam Pengadaan
Barang dan Jasa, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,Vol. 3, Nomor 2,
Desember 2018.
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Namun definisi tersebut menjadi tidak jelas karena hanya menyebutkan
mengenai perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum akan disebut
dengan perjanjian. Guna memperjelas pengertian tersebut, disebutkan pengertian
kontrak dalam Black’s Law Dictionary, yaitu:
“An agreement between two or more persons which creates an obligation to
do or not to do a particular thing.”
Artinya, kontrak merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih,
yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal
tertentu. (Black’s Law Dictionary, 1979:291).
Namun definisi kontrak yang dipaparkan diatas hanya menyatakan bahwa
para pihak dalam kontrak adalah orang perseorangan semata, sedangkan dalam
kenyataannya, bukan hanya orang perseorangan yang membuat sebuah
kontrak .melainkan juga badan hukum yang merupakan subjek hukum. Dengan
demikian, definisi perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang
satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek
hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban
untuk melaksanakan prestasinya sesuai yang telah disepakatinya.98
Dalam kontrak terdapat susunan klausul-klausul yang disebut dengan struktur
dan anatomi kontrak. Berikut ini adalah struktur dan anatomi kontrak menurut
para ahli, Charles R. Calleros mengemukakan struktur dan anatomi kontrak, yaitu
a) An introduction identifying the parties to the transaction, yaitu identifikasi
para pihak yang melakukan transaksi.
98 Salim HS (et.al.), Op.Cit., Hlm 9
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b) A section describing the rights and obligation of the parties, yaitu deskripsi
tentang hak dan kewajiban para pihak.
c) Signature lines showing the parties’ agreement to the terms of contract, yaitu
tanda tangan para pihak yang mengadakan kontrak.
d) Statement of recital, which describes the background of the transaction and
the parties’ reason for entering into the contract (recital), yaitu latar
belakang dibuatnya kontrak.
e) A glossary of defines terms, yaitu definis atau pengertian.
f) A section of miscellaneous provisions addressing such topics as termination
of the contract on the other transaction, yaitu syarat-syarat penghentian atau
berakhirnya kontrak pada transaksi lainnya.
Hikmahanto Juwana mengemukakan bahwa ada tiga bagian utama dari
kontrak, khususnya kontrak bisnis, yaitu (1) bagian pendahuluan, (2) isi, (3)
penutup. Penjelasannya adalah sebagai berikut:
a. Bagian Pendahuluan.
i. Subbagian pembuka (description of the instrument). Subbagian ini
memuat tiga hal berikut, yaitu sebutan atau nama kontrak dan penyebutan
selanjutnya (penyingkatan) yang dilakukan; tanggal dari kontrak yang
dibuat dan ditandatangani; dan tempat dibuat dan ditandatanginya
kontrak.
ii. Subbagian pencantuman identitas para pihak. Dalam subbagian ini
dicantumkan identitas para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak
dan siapa-siapa yang menandatangani kontrak tersebut. Ada tiga hal yang
perlu diperhatikan tentang identitas para pihak, yaitu: para pihak harus
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disebutkan secara jelas; orang yang menandatangani harus disebutkan
kapasitasnya sebagai apa pendefinisian pihak-pihak yang terlibat dalam
kontrak.
iii. Subbagian penjelasan. Pada subbagian ini diberikan alasan/penjelasan
mengapa para pihak mengadakan kontrak (sering disebut bagian premis,
witnesseth, whereby, recital, menerangkan lebih dahulu, dan lain-lain).
b. Bagian Isi.
i. Klausul Definisi (Definition). Pada klausul ini biasanya mencantumkan
berbagai definisi untuk keperluan kontrak. Definisi ini hanya berlaku
pada kontrak tersebut dan dapat mempunyai arti khusus dari pengertian
umum. Klausul definisi pentig dalam rangka mengefisienkan
klausul-klausul selanjutnya karena tidak perlu diadakan pengulangan.
ii. Klausul Transaksi (Operative Language) merupakan klausul-klausul yang
berisi tentang transaksi yang akan dilakukan. Misalnya, dalam jual beli
aset, harus diatur tentang objek yang akan dibeli dan pembayarannya.
iii. Klausul Spesifik merupakan klausul yang mengatur hal-hal yang spesifik
dalam suatu transaksi, artinya klausul tersebut tidak terdapat dalam
kontrak dengan transaksi yang berbeda.
iv. Klausula Ketentuan Umum merupakan klausul yang sering kali dijumpai
dalam berbagai kontrak dagang maupun kontrak lainnya. Klausula ini
antara lain mengatur tentang domisili hukum, penyelesaian sengketa,
pilihan hukum, pemberitahuan, keseluruhan dari perjanjian, dan lain-lain.
85
c. Bagian Penutup.
i. Subbagian Kata Penutup (Closing). Subbagian ini menerangkan bahwa
perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang
memiliki kapasitas untuk itu atau para pihak menyatakan ulang bahwa
mereka akan terikat dengan isi kontrak.
ii. Subbagian Ruang Penempatan Tanda Tangan adalah tempat pihak-pihak
menandatangani perjanjian atau kontrak dengan menyebutkan nama pihak
yang terlibat dalam kontrak, nama jelas orang yang menandatangani dan
jabatan dari orang yang menandatangani.
Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai struktur dan anatomi kontrak
tersebut diatas, maka dapat disimpulkan struktur kontrak yang berdimensi
nasional menjadi 12 (dua belas) hal pokok, antara lain: judul kontrak; pembukaan
kontrak; komparisi; resital (konsiderans atau pertimbangan); definisi; pengaturan
hak dan kewajiban (substansi kontrak); domisili; keadaan memaksa (force
majeure); dan kelalaian dan pengakhiran kontrak.99
Struktur kontrak/perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar minyak antara
PT. X dengan distributor adalah sebagai berikut:100
a. Bagian Pendahuluan
− Judul perjanjian: Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Bakar Minyak
− Nomor registrasi perjanjian, yaitu penomoran yang diberikan oleh PT. X
untuk membedakan suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya.
− Tanggal dan hari dibuatnya perjanjian.
99 Ibid., Hlm 98.
100 Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Bakar Minyak Nomor: 142/JT-DI/PKS/BLJ/V-2018.
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− Komparisi atau identitas para pihak, yaitu PT. X dan distributor yang meliputi
alamat perusahaan, nama lengkap penanggungjawab yang menandatangani
perjanjian (misalnya ada direktur atau manager perusahaan), dan nama
perusahaan yang menjadi subjek perjanjian.
− Subbagian penjelasan. Pada subbagian ini diberikan alasan/penjelasan
mengapa para pihak mengadakan kontrak. Pada bagian ini dijelaskan
mengenai beberapa fakta mengenai para pihak, yaitu bahwa:
(1) PT. X adalah suatu perusahaan penerbangan;
(2) Distributor adalah perusaahaan swasta yang melakukan penjualan bahan
bakar minyak, dan
(3) PT. X membutuhkan bahan bakar minyak dari distributor guna
keperluan operasional kendaraan-kendaraan perusahaan.
b. Bagian Isi. Bagian ini terdiri dari 7 (tujuh) pasal yang menjadi isi/subtansi
dari perjanjian, yaitu sebagai berikut:
− Pasal 1 tentang Lingkup Perjanjian. Pasal ini menjelaskan mengenai apa saja
jenis bahan bakar minyak yang menjadi kebutuhan kendaraan-kendaraan
milik PT. X.
− Pasal 2 tentang Pola Pelaksanaan. Pasal ini mengatur tentang prosedur
pengisian bahan bakar minyak yang harus dilaksanakan para pihak pada saat
pengisian bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
(SPBU) milik distributor.
− Pasal 3 tentang Harga. Pada pasal ini, penetapan harga sesuai dengan harga
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
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− Pasal 4 tentang Penagihan. Pasal ini mengatur tentang prosedur penagihan
yang dilakukan oleh distributor kepada PT. X dan kelengkapan untuk
melakukan penagihan, seperti invoice/surat tagihan, struk pembelian, kuitansi,
dan memo pengisian bahan bakar minyak.
− Pasal 5 tentang Metode Pembayaran. Pasal ini mengatur tentang tata cara
pembayaran yang harus dilakukan PT. X meliputi, nomor rekening distributor
yang akan dituju dan ketentuan mengenai keterlambatan pembayaran.
− Pasal 6 tentang Masa Berlaku Perjanjian. Pasal ini jelas mengatur jangka
waktu perjanjian dan dapat diperpanjang apabila disepakati oleh para pihak.
− Pasal 7 tentang Lain-lain. Pasal ini mengatur tentang ketentuan addendum
dan apabila ada perselisihan antara para pihak, akan diselesaikan di
pengadilan negeri yanh bertempatan dengan domisili perusahaan distributor.
c. Bagian Penutup
Bagian penutup dari perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar minyak ini
berisi tentang ketentuan perjanjian yang diterbitkan dalam 2 (dua) rangkap, tanda
tangan para pihak, serta lampiran yang berisi daftar kendaraan-kendaraan milik
PT. X yang melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU milik distributor.
Struktur perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar minyak yang telah
diuraikan diatas memang tidak mencamtunkan hak dan kewajiban para pihak
dalam suatu pasal khusus, namun dapat ditemukan hak dan kewajiban para pihak




1) Kewajiban PT. X untuk melakukan pembayaran ke nomor rekening
distributor atas pengisian bahan bakar minyak pada kendaraan-kendaraan PT.
X yang telah dilakukan (Pasal 5 ayat 2 tentang Metode Pembayaran);
2) Kewajiban PT. X untuk melakukan pembayaran dengan batas waktu
pembayaran yang telah ditentukan dalam perjanjian (Pasal 5 ayat 1 tentang
Metode Pembayaran);
3) Kewajiban PT. X untuk menerbitkan memo pemesanan pengisian bahan
bakar minyak sebelum melakukan pengisian bahan bakar minyak (Pasal 2
ayat 2 tentang Pola Pelaksanaan);
4) Kewajiban distributor untuk menerbitkan kartu pengisian bahan bakar sesuai
dengan data kendaraan milik PT. X (Pasal 2 ayat 3 tentang Pola
Pelaksanaan);
5) Kewajiban distributor untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak sesuai
dengan memo pemesanan pengisian bahan bakar minyak (Pasal 2 ayat 6
tentang Pola Pelaksanaan);
6) Hak bagi distributor untuk melakukan penagihan pembayaran kepada PT. X
(Pasal 4 tentang Penagihan);
7) Hak bagi distributor untuk menolak pengisian bahan bakar minyak apabila PT.
X tidak dapat menunjukkan kartu pengisian bahan bakar minyak (Pasal 2 ayat
8 tentang Pola Pelaksanaan); dan
8) Hak bagi PT. X untuk menerima pengisian bahan bakar minyak pada setiap
kendaraan milik PT. X (Pasal 2 ayat 7 tentang Pola Pelaksanaan).
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Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi
mereka yang membuatnya.”
Maka, perjanjian kerjasama pengadaaan bahan bakar ini merupakan
undang-undang yang mengatur PT. X dan distributor dalam pelaksanaan
pengadaan bahan bakar minyak oleh distributor kepada kendaraan-kendaraan
yang dimiliki oleh PT. X. Berdasarkan hak dan kewajiban para pihak yang telah
diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban dalam perjanjian
kerjasama pengadaan bahan bakar minyak terdiri 4 (empat) hal antara lain: (1) hak
dan kewajiban terkait pembayaran beserta dengan penagihannya; (2) hak dan
kewajiban terkait teknis penerbitan dan pelaksanaan kegunaan memo dan kartu
pengisian bahan bakar; (3) hak PT. X untuk menerima pengisian bahan bakar
minyak; dan (4) kewajiban distributor memberikan pengisian bahan bakar
minyak.
2.2 Analisis Asas Proporsionalitas Dalam Substansi (Hak dan Kewajiban)
Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Bakar Minyak Antara PT. X
Dengan Distributor.
Pembentukan kontrak komersial yang dilandasi pertukaran hak dan kewajiban
para pihak secara proporsional akan melahirkan kontrak yang fair. Untuk itu
proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban dapat dicermati dari substansi
klausul-klausul kontrak yang disepakati para pihak.
Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial menjamin klausul pengaturan
hak dan kewajiban yang proporsional dalam susunan struktur suatu kontrak, dan
berdasarkan Pasal 1320 j.o Pasal 1338 KUHPerdata, dalam pembuatan kontrak
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membutuhkan proses negosiasi dengan itikad baik dalam rangka mencapai sebuah
kesepakatan terwujudnya guna pertukaran kepentingan yang proporsional di
antara para kontraktan.102 Dengan demikian, keseimbangan pertukaran hak dan
kewajiban dalam kontrak akan tersusun secara proporsional.
Agus Yudha Hernoko juga menyatakan bahwa makna asas proporsionalitas
dalam kontrak harus beranjak dari makna filosofis keadilan. Terdapat beberapa
pemikiran tentang keadilan yang berbasis kontrak, yaitu pemikiran dari John
Locke, Rosseau, Immanuel Kant, dan John Rawls yang menyatakan bahwa tanpa
adanya kontrak, orang tidak akan bersedia terikat dan bergantung pada pernyataan
pihak lain, kontrak memberikan sebuah cara dalam menjamin bahwa
masing-masing individu akan memenuhi janjinya dan selanjutnya hal ini
memungkinkan terjadinya transaksi di antara mereka.
Maka keberadaaan asas proporsionalitas dalam kontrak komersial berarti
membahas keseimbangan pertukaran hak dan kewajiban secara proporsional bagi
para pihak yang terlibat dalam kontrak meliputi seluruh tahapan kontrak, baik
pada tahapan prakontraktual, pembentukan kontrak, maupun pelaksanaan
kontrak.103
Secara substansif, kandungan asas proporsionalitas juga terdapat di dalam
Pasal 2 ayat (2) dan (3) Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen:
“(2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan
melaksanakan kewajibannya secara adil.
(3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti
materiil ataupun spiritual.”
102 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., Hlm 155.
103 Purwosusilo, Loc.Cit..
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Kedua asas tersebut memilki pengertian yang saling berkesinambungan dan
saling berkaitan, yaitu menjelaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan
Konsumen memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil sehingga
timbulnya keseimbangan yang dimaksudkan bukan hanya dalam pengertian
keseimbangan kedudukan para pihak, namun juga pertukaran kepentingan
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah yang proporsional.
Pembentukan perjanjian yang dilandasi pertukaran hak dan kewajiban para
pihak secara proporsional akan menghasilkan kontrak yang fair. Untuk itu
proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban dapat dicermati dari substansi
klausul-klausul perjanjian yang disepakati para pihak. Penilaian terhadap
proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban seyogianya beranjak dari nalar
objektif, bukan kecurigaan dan subjektifitas satu pihak terhadap lainnya. Kadar
proporsionalitas hendaknya dinilai pada seluruh proses pertukaran hak dan
kewajiban para pihak.104
Berikut analisis klausul-klausul dalam perjanjian kerjasama pengadaan bahan
bakar minyak antara PT. X dengan distributor. Berdasarkan analisis
klausul-klausul perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar minyak sebelumnya
(lihat bagian 2.1), kesesuaian klausul-klausul tersebut dengan asas
proporsionalitas adalah sebagai berikut, antara lain:
104 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., Hlm 200.
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Tabel 4.2
Analisis Kesesuaian Asas Proporsionalitas dengan Klausul dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan
Bahan Bakar Minyak.
No Klausul Proporsional TidakProporsional Keterangan
1
Kewajiban PT. X untuk
melakukan pembayaran ke








Kewajiban PT. X untuk
melakukan pembayaran dengan
batas waktu pembayaran yang
telah ditentukan dalam
perjanjian (Pasal 5 ayat 2)
√
3
Hak bagi distributor untuk
melakukan penagihan




Hak bagi distributor untuk
menolak pengisian bahan bakar
minyak apabila PT. X tidak
dapat menunjukkan kartu
pengisian bahan bakar minyak
(Pasal 2 ayat 8)
√
5
Hak bagi PT. X untuk menerima
pengisian bahan bakar minyak
pada setiap kendaraan milik PT.
X (Pasal 2 ayat 6 dan 7)
√
6
Kewajiban PT. X untuk
menerbitkan memo pengisian
bahan bakar dan distributor
untuk menerbitkan kartu
pengisian bahan bakar
(Pasal 2 ayat 2 dan ayat 6)
√
Sumber: Bahan Hukum Primer (Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Bakar Minyak antara
PT. X dengan Distributor Nomor: 142/JT-DI/PKS/BLJ/V-2018)
Penjelasan kolom “keterangan” pada tabel diatas adalah sebagai berikut:
Klausul Sanksi/Denda Keterlambatan
Dalam perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar minyak antara PT. X
dengan distributor, hanya terdapat kewajiban PT. X untuk melakukan pembayaran
dan batas waktu terakhir pembayaran atas pengisian bahan bakar minyak yang
telah dilakukan (Pasal 5 tentang Metode Pembayaran Perjanjian Kerjasama
Pengadaan Bahan Bakar Minyak).
Namun tidak ada pencantuman “klausul denda keterlambatan”, dimana
klausul ini merupakan upaya yang dapat dilakukan distributor untuk mengikat PT.
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X agar menepati kewajibannya. Selain itu, sebagai bagian dari proses bisnis
perusahaan maka denda pengenaan denda keterlambatan akan mengurangi beban
kerugian yang diderita distributor. Hal ini juga dipertegas oleh Pasal 1243
KUHPerdata, yaitu:
“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan,
barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai
memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus
diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang
waktu yang telah dilampaukannya.”
Kemudian selain klausul sanksi/denda keterlambatan, terdapat juga
klausul-klausul yang tidak dirumuskan dalam perjanjian dan menyebabkan
pertukaran hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama pengadaan
bahan bakar minyak menjadi tidak proporsional, antara lain:
a. Klausul Uang Jaminan
Uang jaminan adalah uang yang dipakai sebagai jaminan atas transaksi yang
telah disepakati sampai batas waktu yang telah ditentukan (jika transaksi tidak
ditepati sesuai dengan waktu yang ditentukan, uang tersebut hilang).105
Pencantuman klausul uang jaminan sebagai antisipasi apabila PT. X terlambat
membayar, ataupun apabila kekurangan bayar oleh PT. X akan dapat
dikompensasi melalui uang pelanggan tersebut. Artinya keberlangsungan
pelaksanaan pengisian bahan bakar minyak dapat dipertahankan melalui
pencantuman klausul tersebut.106
b. Klausul Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelaksanaan Kerja
Jaminan keamanan dan keselamatan pelaksanaan kerja berarti kewajiban
distributor untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelaksanaan pengisian
105 https://kbbi.kata.web.id/uang-jaminan/ diakses tanggal 12 Mei 2019
106 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., Hlm 204.
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bahan bakar minyak oleh distributor pada kendaraan-kendaraan PT. X, karena
perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar minyak merupakan kegiatan
jual-beli yang berlangsung terus menerus dengan jangka waktu yang telah
ditentukan, maka jaminan keamanan dan keselamatan pelaksanaan pengisian
bahan bakar minyak harus dijaga oleh distributor/pelaku usaha sebagai pihak yang
memiliki keahlian dalam pelaksanaan pengisian bahan bakar ini selama
berlakunya perjanjian guna memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau
gangguan dan bahaya. Klausul ini merupakan bagian dari proses untuk
meminimalisir kerugian Hal ini sesuai dengan Hak Konsumen dalam Pasal 4
huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
“hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;”
Pasal 1491 KUHPerdata juga menyebutkan:
“Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli,
adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual
secara aman dan tenteram; kedua terhadap adanya cacad-cacad barang
tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk
pembatalan pembeliannya.”
Berdasarkan Pasal 1474 j.o 1491 ayat (1) KUHPerdata, maka penanggungan
adalah salah satu kewajiban utama distributor dan penanggungan pertama yaitu
penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram dapat dimaknai sebagai
kewajiban distributor untuk menjamin pelaksanaan keamanan dan keselamatan
pada saat pengisian bahan bakar minyak pada kendaraan-kendaraan milik PT. X
di SPBU milik distributor.
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c. Klausul Jaminan Produk Barang/Jasa
Jaminan Produk Barang/Jasa berarti kewajiban distributor untuk menjamin
kondisi bahan bakar minyak yang diperdagangkan dan kondisi tangki bahan bakar
minyak milik distributor tersebut apakah sudah sesuai dengan standard dari PT.
Pertamina. Klausul ini bermanfaat dalam memberikan perlindungan terhadap
kerusakan atau gangguan dan bahaya terhadap objeknya yaitu bahan bakar
minyak. Klausul ini juga merupakan bagian dari proses untuk meminimalisir
kerugian. Hal ini sesuai dengan Hak Konsumen dalam Pasal 4 huruf (c) dan
Kewajiban Pelaku Usaha dalam Pasal 7 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
Pasal 4
“c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;
Pasal 7
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku;”
Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdata mengenai penanggungan pertama yaitu
penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram tidak hanya dimaknai
sebagai jaminan keamanan dan keselamatan kerja, namun juga sebagai jaminan
produk, yaitu menjamin kondisi bahan bakar minyak dan kondisi perangkat
pendukung lainnya milik distributor termasuk tangki bahan bakar minyak.
d. Klausul Tanggung Jawab/Ganti Rugi
Tanggung jawab atau ganti rugi berarti kewajiban dalam melaksanakan
tanggung jawab berupa ganti rugi/penggantian atas kerugian yang disebabkan
oleh para pihak saat pelaksanaan pengisian bahan bakar minyak. Klausul ini
bermanfaat untuk melindungi para pihak terkait resiko yang mungkin timbul dan
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dapat merugikan para pihak saat proses pelaksanaan pengisian bahan bakar
minyak seperti risiko terkait manusia (petugas), alat-alat, bahan, contohnya:
Apabila terdapat kekeliruan jenis atau jumlah bahan bakar minyak pada saat
pengisian bahan bakar minyak, maka distributor memiliki kewajiban sesuai
dengan Hak Konsumen dalam Pasal 4 huruf (h) dan Kewajiban Pelaku Usaha
dalam Pasal 7 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen:
Pasal 4
“h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya;
Pasal 7
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.”
Contoh lain apabila terdapat ganguan pada instalasi pengisian bahan bakar
minyak atau kelalaian petugas dari distributor pada saat pengisian bahan bakar
minyak yang dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, maka distributor
memiliki kewajiban sesuai dengan Kewajiban Pelaku Usaha dalam Pasal 7 huruf
(f) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen:
Pasal 7
“f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan;”
Pasal 19
(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”
Ketentuan bagi penjual atau pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas suatu
kerugian dari pelaksanaan jual beli juga terdapat dalam Pasal 1494 KUHPerdata:
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“Meskipun diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung suatu
apapun, namun ia tetap bertanggung-jawab tentang apa yang berupa akibat
dari sesuatu perbuatan yang dilakukan olehnya;”
Namun terkait dengan ganti rugi/penggantian biaya tidak dapat dibebankan
kepada penjual/pelaku usaha apabila dalam pelaksanaan pengisian bahan bakar
minyak terdapat kerugian disebabkan oleh PT. X sebagai konsumen/pembeli,
seperti yang ditegaskan pada Pasal 19 ayat (5) Undang- Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen:
“(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku
apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut
merupakan kesalahan konsumen.”
Berdasarkan pasal tersebut diatas, apabila terdapat kerugian yang disebabkan
oleh PT. X sebagai konsumen, maka ganti rugi atau penggantian biaya akan
dibebankan kepada PT. X. Oleh karena itu, klausul pembebanan tanggung jawab
atau ganti rugi ini tergantung pada pihak yang menyebabkan kerugian muncul,
akan dibebankan kepada distributor apabila kerugian disebabkan oleh distributor,
sebaliknya akan dibebankan kepada PT. X apabil kerugian disebabkan olehnya.
Analisis klausul yang telah diuraikan diatas, kesimpulan berdasarkan
pertukaran hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang terdapat dalam
Pasal (4), (5), (6), dan (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata, bahwa
klausul-klausul terkait dengan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama
pengadaan bakar minyak antara PT. X dan distributor tidak sesuai dengan Asas
Proporsionalitas, adanya klausul yang kurang lengkap (uncompleted norm) dan
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klausul yang belum dirumuskan dalam perjanjian perjanjian kerjasama pengadaan
bakar minyak antara PT. X dan distributor.
Penilaian terhadap proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban seyogianya
beranjak dari nalar objektif, bukan kecurigaan dan subjektifitas satu pihak
terhadap lainnya. Kadar proporsionalitas hendaknya dinilai pada seluruh proses
pertukaran hak dan kewajiban para pihak.107





1. Kesimpulan dari rumusan masalah yang pertama adalah sebagai berikut:
Tahap pembentukan perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar minyak
antara PT. X dengan distributor baik tahap pra-kontraktual maupun tahap
kontraktual tidak sesuai dengan asas proporsionalitas, karena 2 (dua)
argumentasi berdasarkan hasil penelitian:
a. Pertama, berdasarkan analisis tahap pra-kontraktual dan kontraktual
perjanjian pengadaan bahan bakar minyak antara PT. X dengan distributor
yang disesuaikan dengan tahap pra-kontraktual dan kontraktual ilmu
perancangan kontrak atau contract drafting, ditemukan penyalahgunaan
keadaan (cacat kehendak) dalam kesepakatan yang terbentuk pada tahap
negosiasi perjanjian kerjasama pengadaan bahan bakar minyak antara PT. X
dan distributor, sehingga menyebabkan tidak terjaminnya pertukaran hak dan
kewajiban para pihak secara fair dan proporsional.
b. Kedua, tidak ada peraturan tertulis yang secara khusus mengatur pengadaan
barang/jasa di PT. X guna mengatur keseimbangan pertukaran hak dan
kewajiban secara proporsional bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak
meliputi seluruh tahapan kontrak, baik pada tahapan prakontraktual,
pembentukan kontrak, maupun pelaksanaan kontrak.
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2. Kesimpulan rumusan masalah yang kedua adalah sebagai berikut:
Klausul-klausul terkait dengan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama
pengadaan bahan bakar minyak antara PT. X dengan distributor nomor:
142/JT-DI/PKS/BLJ/V-2018 tidak sesuai dengan asas proporsionalitas, karena:
− adanya klausul yang kurang lengkap (unclompleted norm) dalam perjanjian,
yaitu klausul tentang pembayaran pada pasal 5 tidak tercantum klausul
sanksi/denda keterlambatan; dan
− klausul yang belum dirumuskan dalam dalam perjanjian kerjasama pengadaan
bahan bakar minyak antara PT. X dengan distributor, yaitu:
a. Klausul Uang Jaminan
b. Klausul Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelaksanaan Kerja
c. Klausul Jaminan Produk Barang/Jasa
d. Klausul Tanggung Jawab/Ganti Rugi
B. SARAN
1. Kementerian Perhubungan harus meningkatkan pengawasan terhadap
pelaksananaan pengadaan barang dan jasa oleh perusahaan maskapai karena
merupakan perusahaan yang bergerak dibawah naungan Kementerian
Perhubungan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan evaluasi setiap tahun
terhadap perjanjian-perjanjian yang terbit di perusahaan maskapai oleh
Kementerian Perhubungan;
2. Setiap direksi perusahaan di Indonesia harus meningkatkan pengawasan
terhadap proses pra-kontraktual, kontraktual, dan pasca-kontraktual
perjanjian-perjanjian dalam perusahaan karena karena direksi merupakan
101
jabatan tertinggi dalam mengawasi segala aktivitas perusahaan termasuk
penerbitan perjanjian oleh Legal Corporate perusahaan. Hal tersebut dapat
dilakukan dengan pembuatan laporan oleh Legal Corporate perusahaan yang
ditujukan kepada direksi terkait proses penerbitan seluruh perjanjian dalam
perusahaan tersebut; dan
3. Setiap subjek yang akan melakukan perjanjian harus memiliki pengetahuan
yang cukup serta kesadaran untuk melaksanakan proses pembuatan kontrak
secara proporsional agar dapat menciptakan pertukaran hak dan kewajiban
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